
TENTANG
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PERATURAN DAERAH KOTA PEXAN
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Mengingat : 1. Unclang-undang Nomor B ,l.ahr,rn 1956
Daerah Otonom Kota Kecil dalarn

b. bahwa dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang
untuk terwujudnya l(ota Pekanbaru yang tndah, Tertib, Aman
dan Nyamarr, perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal
melalui proses perizinan bangunan yang tertib, scderhana dan
dilaksanakan dalarn waktu yang singkat;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada h{rruf a dan huruf b cli
atas perlu menetapkan Peraturan Daefah Kota pckanbaru
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Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahr,hn 1956 Nomor 16).

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 teJtang peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negar4 Republik Indonesia
Tahun I960 Nomor 1O4, Tambahan Lern{aran Negara Republik
Irrdoncsia Nomor 20 I 3);

er)tang Pembentukan
Lingkungan Provir rsi

Undang-undang Nomor 28 'lahun 200
Gedung (Lembaran Negara Republik In
Nomor 134, Tambahan Lembaran Nega
Nornor 4247);

ang Nornor 32 Tahun 20O4 terrtang Pemerintaharr
Dat:rah (l-embaran Negara Rcpublik Ir-rtlonesia Tahun 2OO.l
Ncrnror 125, 'I'ambahan Lentbaran N[gara Nomor 4437)
sebagaimana tclah diubah dengan Un<lairg unc.lang Nomor 12
Tahur-r 2OO8 tentang Perubahan Kedua iatas, Undang-undang
Nomor 3'2 Tahur-r 2OO4 tentang pgmerir-rtahan Daeralr
(Lenrbaran Negara Republik lndoncsia Ta[rurn 2005 Nomor 59,

or resia Nomor 4844);

7 tcntar-rg Penalaan
Lonesia Tal-u-rn 2007

Re publik Indonesia

3 tentang Bangutran
or-resia Tal'run 2002
Republik Indonesia
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'l'ambalran LernLrararr Ncgara Rt pLrblik Itrcf

Urrdang- unda ng Nomor. 26 Tahurr 200
Ruang (Lembaran Negara Republik Inf
Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negarf
Nomor 4725);



6. Undang-undang Nomor 1B 'l'ahun 20Ol
Sampah (Lemberran Negara Republik lt
Norrror 69, Tambahan Lembaran Negar
Nomor 485 1);

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negarr
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Leml
Indonesia Nomor 5O49);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2OO9
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nor
Lembaran Negara Republil< lndonesia Nor

9. Undang Undang Nornor I Tahun 20 1

dan Kawasan Permukiman (Lembarz
Indonesia Tahun 20l1 Nomor 7)

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2O1l
Peraturan Perundang - Undangan (Lemt
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tamba
Republik Indonesia Nomor 5234);

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 T
Perubahan Batas Wilayah Administras
Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten Dae
(Lembaran Negara Nomor 4O Tahun 198?
Dalarn Negeri Nomor 23 Tahr-rn 1987;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indone
2005 TenLang Peraturan Pelaksanaan U

p tentang Irengelolaan

frclonesia't'ahun 2OOfl
[a Republik Indonesia

I tentang Palak Daerah
I Republik Indonesiar

!ar-an Negara Republik

I tentang Perlindungan
(Lembaran Negara

fnor 139. Tambahan

fnor 
s 188);

1 ten lang Perumahan
[r" Negara Republik

tentang Pembentukan

f 

alan Negara Republik
han Lenrbaran Negara

[hun 79a7 tentang
i Kotamadya Daerah
lrah Tingkat II I{ampar
[) .jo. Instruksi Menteri

sia Nomor 36 tahun
ndang undang Nomor

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedur-rg (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Perrrerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Non'ror 69 Tal'run 20l0 Tentang Tata
Cara Pemberian clan Pemanlaatan lnsentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 10 Nomor I l9);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/ 1gg3
tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manlaat Sungai,
Daerah Pe nguasaan Sungai dar-r Bekas Sungai;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nornor 1 1 'l'ahr_rn 2O06
tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi Dengan Analisis Mengcnai Dampak Lingkur-rgar-r
Hidup;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26lpRT lM12A06
tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan UrnLrm Nornor 29/pRf lM/2006
tentang Pedoman Persyara tan '['el<nis Bangunan Geclung;
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19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30IPRTIM/2006
tentang Pedoman Tcknis Fasilitas dan Aksesbilitas Pada
Bangunan Gecl-rng d:rn Lingkungar-r:

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum iteppblik Indor-resia Nomor
24 /PRT/M/2OO7 Tahun 2O07 Tentang Pedoman Teknis lzin
Mendirikan Bangunan;

21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:
1l/PtrRMtrN/M/2OOB tentang Pecloman Keserasian Kawasan
Perumahan clan Permukiman;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20O9 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerirntah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201O tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 23 'lahun 1986
tentang Ketentuan Umum Per-ryiclik Pegawai Negeri Sipil;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2OO4
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sektor
Bandar Uclara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru;

26. Peraturan Daerah l{ota Pekanbaru Nofnor 15 Tahun 2OOO
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di i,ingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 15
Tahun 20OO Seri D Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nornor 10 Tahun 2006
tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Lembaran
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2O06 Nomor 1O)

28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kbta Pekanbaru.

Dengar-r Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAtrRAH KOTA PBKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TtrNTANG RtrTRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Mer-retapkan

RAR I

KETDNTUAN UI\4UM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbar!;

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
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Dewan Perwakilan Rakyat Daeral'r adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pekanbaru;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 'l'eknis yang clitunjuk;

Perancang Bangunan adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam
bidang arsitektur yang memiliki izin bekerja;

Perencana Struktur adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang
struktur/ konstruksi bangunan yang memiliki izin bekerja;

Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan adalah seorang atau
sekelompok ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan yang
n'remilik izin bekerja;

Perencana Tata Ruang adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang
tata ruang yang memiliki izin bekerja;

Garis Sempadan .Jalan yar-rg selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana
jalan yang ditetapkan dalam rencana kota;

Garis Sempadan Muka Bangunan yang selanjutnya disingkat GSMB adalah
garis yang tidak boleh dilampaur oleh bangunatt ke arah CSJ yang
ditetapkan dalam rencana kota;

Garis Sempadan Belakang Bangunan yang selanjutnya disingkat GSBB
adalah garis yang tidak boleh dilampaui olel-r denah bangunan ke arah batas
persil bagian belakang;

Garis Sempadan Samping Bangunan yang selanjutnya disingkat GSSII
adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh der-rah bangunan ke arah batas
persil bagian samping;

Garis Sempadar-r Pagar Bangunatr selanjutnya disebut GSPB adalah garis
yang mengatur batas pagar l>angunan dengau batas pinggir jalar-r (patok
daerah miiik jalan);

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman sungai;

Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lin[as umum, gang, jalan
orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula
pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, lrotoar, saluran dan peralatan-peralatan
semacam itu, diukur antara garis-garis sernpadan pagar, selanjutnya tiap
tiap jalur tanah yang menurut rencana perluasan kota diperuntukkan buat
jalan, dengan membuat sesuatu jalan dimaksudkan pula memperlebar
sesuatu jalan, baik yang dibuat Pemerintah maupun Swasta;

Jalan Arteri adalah Jalan yang mempunyai peranan pelayanan jasa
distribusi untuk masyarakat di dalam kota dan melayani angkutan utama;

Jalan Kolektor adalah jalan yang mempunyai peranan melayani angkutan
pengumpulan ata u pembagia n;

Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat;

Jalan Lingkungan adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan antar
lingkungan;

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang <ligunakan sebagai
wadah kegiatan manusia;

Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak
digunakan un tuk kegiatan manusia;
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23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan
luas lahan/tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencalla kota;

24. Koefisien Lantai Bangulan yang selanjutnya clisingkat I(LB adalah angka
persentase perbandiltgan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dan
luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
kota;

25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara lLlas selLrruh ruang terbuka di luar
bangnnan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas
tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota;

26. Pagar Proyek adalah pagar yang didirikan pada lahan proyek untuk batas
pengamanan proyek selama masa pelaksanaan;

27. Perancah (bekisting) adalah struktur pembantu sementara di dalam
pelaksanaan suatu bangunan untuk menunjang pekerjaan struktur
bangunan;

28. AIat Pemadam Api Ringan adalah pemadam api yang mudah dilayani oleh
satu orang, digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya
kebakaran;

29. Hidran Kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran dengan
menggunakan air bertekanan dalarn upaya penyelamatan, pencegahan dan
perlindungan terhadap bahaya kebakaran;

30. Spinkler adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis
bilamana suhu ruang mencapai suhu tertentu;

31. Pipa Peningkat Air (riser) adalah pipa vertikel yang berfungsi mengalirkan air
ke jaringar-r pipa di tiap lantai dan mengalirkan air pipa-pipa cabang dalam
bangunan ;

32. Alarm Kebakaran adalah suatu alat pengindra yang dipasang pada
bangunan gedung yang dapat memberi peringatan atau tanda pada saat
te rjadinya suatu kebakaran;

33. Tangga Kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk
menyelamatkan jiwa manusia pada waktr-r terjadi kebakaran;

34. Pintu Kebakaran adalah pintu yang langsung menuju ke tangga kebakarar-r
atau jalan kcluar dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran;

35. Instalasi dan Kelengkapan Bangunan adalah instalasi dan perlengkapan
pada bangunan, bangun-bangunan dan atau pekarangan yang digunakan
untuk menunjang tercapainya u nsu r kenyamanan, keselamatan, komunikasi
dan mobilitas dalam bangunan;

36. Harga Bangunan adalah harga bahan bangunan ditambah dengar-r
biaya/upah pekerjaan yang merupakan kesatuan harga dari
bangunan / borongan pekerjaan;

37. Retribusi Perizinan adalah sejumlah pembayaran sebagai bia.ya untuk
bimbir-rgan, pembinaan dan pengzrwersan atas pelaksanaan izir-r yang
bersangkutan;

38. Surat l(eterangan Rctribusi Dacrah .yang selanjutr-rya di singkat (SKRD)
adalah surat keteLapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok
retribusi yang terutang;
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Surat Tagihar-r Retribusi Daerah yang selanjutnya di singl<at (STRD) adalah
surat untuk melakukan tagil-rzin retribusi clan/atau sanksi administratI
berupa bunga dan / atau denda.

Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya di singkat
(AMDAL) adalah Kajian secara mendalam dampak besar dan penting suatu
kegiatan / usaha

lzin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah persetujuan
resmi dari Walikota Pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru,
rnengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan
bangunan;

lzin Merobohkan/membongkar bangunan adalah persetujuan resmi dari
Walikota Pekanbaru untuk meniadakan scbahagian atau seluruh bagian
bangunan ditinjau dari segi fungsi bangr-rnan atau konstruksi;

Mendirikan bangunan baru adalah pekerjaar-r mengadakan bangunan
seluruhnya atau sebahagian termasuk pekerjaan rnenggali, menimbun, atau
meratakan tanah yang berhubungan dengan peke{aan mendirikan
bangunan baru I ersebut;

Mengubah / mengganti bangunan adalah pekerjaan mengubah/ mengganti
bangunan yang telal-r ada termasuk pckerjaan mernbt>ngkar yang
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;

Menambah bangunan adalah pekerjaan menambah bangunan yang telah
ada baik berupa penambahan luas maupun lantai bangunan, termasuk
pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan menambah
bangunan tersebut;

Memperbaiki Bangunan adalah usaha/pekerjaan memperbaiki bangunan
yang telah ada dengan tidak merubal-r bangunan atau bentuk dasar
bangunan;

Pemutihan Bangunan adalah pemberian izin bangunan kepada pemilik
bangunan dengan syarat bangunan telah selesai dibangun sebelum Perda ini
disahkan dan telah dimanfaatkan serta tidak bertentangan dcngan Rencana
'lata Ruang Kota serta ketetrtuan lairtnya;

Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik
negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan
firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk
usaha tetap;

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturatr
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;

Rencana Tata Ruang yang berlaku adalah Rencana 'I'ata Ruang yang telah
ditetapkan oleh Pcmerintah Dacrah Kota Pekanbaru dan masih berlaku;

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkut'rgart yang memutrgkinkan
suatu lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestittya;

Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungal-r;

Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan
dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

(,



BAB It
PI,,]NYELtrNG(IARAAN BANGUNAN CiEDUNG

Bagian Kesatu

Lingkup Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 2

(l ) Pe nye ler.rggaraan bangunan gcdung melipt-tti kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

(2) Dalarn penyelenggaraan bangunan geduug sebagaimana dirnaksud pada ayat
( 1 ), penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung.

(3) Penyelenggara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa kor-rstruksi, dan
pengguna bangunan geclung.

Paragraf I

Pembangunan

Pasal 3

( I ) Pembangunan bangunat'r gedung diselenggarakan melalui tahapan
perencanaan teknis dan pelaksanaan besel ta pellgau'asannya.

(2) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri
maupun di tanah milik pihak lair-r.

(3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakr-rkan berdasarkan perjanjian tertulis antara
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

(4) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis

bangunin gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB

kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

(l)

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 4

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna

t;il;;;; gedun g 
"setelah ir.,gu"nr,. geclun g rerse but dinyatakan memenuhi

persyaratan laik fur-rgsi.

(2) Bangunan gedung dinYatakan
telah memenuhi Persyaral all
Peratural) Daerah irri

memenuhi Persyaratan
tekr-tis, sebagaimana

laik fungsi
d imaksud

apabila
dalarn

(3) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan

g.J""g l,arus'iilakukan agar teiap memenuhi persyaratan laik fungsi'

Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna bangunan

;;;;g'-.-pr.,yui hak d.-an kewaliban sebagaimana ctiatur dalam Peraturan(4)

Daeralr it-r i



Paragraf 3
Pelestarian

Paszll 5

(l) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya
sesuai dengan Peraturan Perundang Undangarr harus dilindungi clan
dilestarikan.

(21 Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan
dilestarikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pernerin[atr
Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Republik
Indonesia dengan memperhatikan ketentuan perunclang-undangan.

(3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas
bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubal-r nilai dan/atau karakter
cagar budaya yang clikandungnya.

(4) Perbaikan, pemllgaran, dan 1:emanfaatan bangunan gedung dan lingkungan
cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau
karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan Peraturan
Perundar-rg-Undangan.

(5) Dalam hal perbaikan, pemugaran, dan pemar-rfaatan bangunan gedung dan
lingkungan cagar budaya yang memerlukan keahlian, harus dilaksanakan
oleh pelaku teknis bangunan sesuai dengan bidangnya.

(6) Pemilik bangunan wajib melaksanakan atau mengizinkan dilakukannya
pekerjaan-pekerjaan yang menurut Walikota dianggap perlu diperbaiki
berdasarkan pemberitahuan secara tertulis.

(7) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan aya| (21 serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran
dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
lebih lanjut oleh Walikota Pekanbaru.

Paragraf 4

Pembongkaran

Pasal 6

(1) Bangunan dapat dibongkar apabila:

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung
dan/ atau lingkungannya;

c. tidak memiliki IMB;

d. menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian
IMB;

e. menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan
dalam peraturarl dan ketentuan yang berlaku;

f. mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau
kuasanya yang sah.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis.
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(3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana rlimaksud dalam ayat (2),
kecuali untuk rumah tirrggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan
pengadaannya menjadi kewajibar-r pemilik bangunan gedung.

l4l Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingku ngan harus dilaksanakan berclasarkar-r
rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Walikota atau
pe_iabat teknis yang ditunjuknya.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti
pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 7

(f) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedur.rg berupa
pemantauan, penjagaan ketertiban, pemberian rnasukan terhadap
penyusunan dan/atau penyempurnaan pcraturan pedoman dan standar
teknis, penyampaian pendapat dan pertinrbangan, dan pelaksanaan gugatan
perwakilan.

(21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduarr baik
melalui perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui
tim ahli bangunan gedung.

(3) Penjagaan l<etertiban terhadap per-ryelenggaraar-r bangunatt gedung
dilakulcan dengan rneucegah perbuatzrn perorangan atau kelompok yang
dapat mengurangi tingkat keandalan trangunan gedung, dan atau
mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

(41 Pemberian masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan
peraturan pedoman dan starrdar teknis disampaikan secara perorangan,
kelompok atau organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli
bangunan gedung dengan Inengikuti prosedur dan pertimbangan r-rilai-nilai
budaya setempat.

(5) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada Instansi yang berwenang
terhadap penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Rencana
Teknik Bangunan Gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang
menimbulkan dampak penting terhaciap lingkungan disampaikan secara
perorangan, kelompok, organisasi kernasyarakatan, maupun mclalui lim ahli
bangunan gedung dengan mengikuti prosedur dan nilai-nilai budaya
setempat.

(6) pelaksanaan gugatan perwakilan dapat rliajukal'r oleh perorangan atau
kelompok/ org^nGasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang

clirugilan akibat aclanya penyelenggararan bangunan gedung yang

mengganggu, merugikan atau membahayakan kcpentingar-r umunr'

Bagian Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraair Bangunan Gedung

Pasal 8

( t ) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah

Daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar
penyelenggaraan bangunan gedung dapat bertangsung tertib dan tercapai



ffirq"*"?Ufl;:l rfiilff- vans sesuai dengan rungsinya, serta
(2) 

;:##ffiLJ.';:,,;i1lfiHu1jn o'-"'.tah Daerah ditujukan kepacra

(3) Pengaturan sebaealTana dimaksud a,ar (1) dilakukan oleh pemerintahDaerah melarui pcraturan o"e.a.r7 e..a1u.^n walikota/ Keputusan walikotaclibida.rg Tata Ruang a"" er"g.r_.,";:;;*"., mengacu kepada peraruranPcruttdang Undarlgan yang Iebih ringgi, pedoman. perunjrrk dan srandarteknis bangunan serla ko,,Ji.i lingkunfin l.n rnr"yu.rkat sekilar.(4) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangun.an gedung dapat berupapeningkatan kesadaran uiu" -1"t, iewajiban dan peran dalampenyelenggaraan bangunan g.au.rg' meralui pendataan, sosialisasi,diseminasi, dan pelatihar-r
(5) Pengawasan kepada 

-penyelenggara 
bangr-rnan gedung dilakuka. melaluimekanisme penerbitan izin banglnan dan"pemboigkr;f" ;;;;;;;;.

BAB III
KETtrN'IUAN ADMINISTRASI BAN C}UNAN

Bagian Kesatu

Status Hak Atas Tanah

Pasal 9
Setiap 

... 
bangunan gedung harus clidirikan pada tanah yang slatuskepemilikannya jelas, baik;ilik sendiri -.;;;" mitik pihak lain.

?ihT h"l tanahnya milik pihak 1ain, bangunan gedung hanya dapatdidirikan .dengan izin pemaniaatan tanah d.ii p"-.g^.rg hak atas tanahatau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis inta"ra p.-.grrffrrf.
atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
Perjan jian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling
sediki^t hak ctan kewajiban para pihak, [uas, letak, cran batas-batas tanah,serta fungsi bangunan gedung clan jangka waktu pemanlhatan tanah.

(1)

(2)

(3)

(l)

(21

(s)

Bagian Kedua

Status Kepemilikan Bangunan Ge dung

Pasal 10

status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti
kepemilikan bangunan gedung yang clikeluarkan oleh pemerintah Daerah,
kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, berdasarkan hasil
kegiatan pendataan bangunan geclung.

Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
Dalam hal pemilikan bangunan gedung bukan pemilik tanah, per-rgalihan
hak sebagaimana pada ayat (2) harus me nclapat persetujuan pemiiik tlnah.

1t)



BAB IV

PERENCANAAN TEKNIS BANGU NAN

Pasal i I

(l) Perencanaan teknis bar-rgunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang
memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(21 Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:
a. penyusunan konsep perencanaan;

b. prarencana;

c. pengembangan rencana;

d. rencana detail;

e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;

f. pemberian penjelasan dan evaluasi peugadaan jasa pelaksanaan;

g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan

h, penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.

(3) Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka
acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.

(4) Perencanaan tekr-ris harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis
bangunan gedung berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai
dengan lokasi, fungsi dan klasifikasi bangunan.

(5) Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis
arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan,
tata ruang-dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail
pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum
dan syarat teknis, renacar)a anggaran biaya pernbangunan, dan/ atau
laporan perencanaan.

(6) Pengadaan jasa perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui pelelangan, pemiliharl langsung,
penunjukan langsung, atau sayembara.

(7) Hubungan kerja antara penyedia jasa perencar-raan teknis dan pemilik
bangunarr gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

(1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I ayat (5)

diperiksa, dinilai, disetujui darl disahkan untuk memperoleh IMB.

(21 Pemeriksaan clokumen rencana teknis dilaksanakan dengan

mempertimbangkan kelengkaparr dokumen scsuai dengan fungsi dan

klasifikasi bangunan gedung.

Penilaian dokumen rencana teknis dilaksat]akan dengan melakukan evaluasi
terhadap pemenuhan persyaralan teknis dcngetn mempertimbangkan aspek
lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.

Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib mcndapat pertimbangan tcknis tim ahli
bangunan gedung dalam hal bangunan gedung tersebut untuk kepentingan
umum.

(3)

(4)

ll



(s)

(6)

(7)

(8)

(r)

(2)

Peniiaian dokurnen redanrpak p;";;;;,';^;;:)::a,teknis bangunan
gedung dan memperhr,',,Il"d'e?'.,'"t' ; Jor r*, 

sed unR Ya n$ men i6 5u1Lo n

peniiaian dokumen .,ikan 
hasil oJ.,*"l.,' ot"o-jn'rJffi;u1"' 'rhli bangunan

dirakukan "]In;"Ijl.,l""'"' 
reknis barrsun

dan mencrapar p.rrr,,',5i1h 
atng'n r""trto"o1ai;j"1. 

gedung fungsi khusus

memperhatikan hasil o.1*t' 
*t"i" a"l'i--* dengan Pemerintah Daerah

Persetujuan dor<emen ..'*tt 
ott'ouo" p'uiirt -hI barlSunan gedung' serta

rnemcnuhi o".aroru,u,, 
ncatra teknis dibe.ikart lerharlap rcncana yanc terahpada uvr, i5l-j'^il',":"Y'i 

dcngan perrilaian sebasainrarra dimaksudberv|enang. trentuk persctuiuan tert ulis ir"i, "piril.i'"rr"u

Pengesahan dokumen
Pem"erintah ;;;;;h.' ;::;:;',j:l;J.rt;,?::i,;*
l::*-,,rh, .be 

rdasar.karr rencana teknis beserratarnnya dan diajukan oleh pernohon

gedung dilakukan oleh
fungsi khusus oleh

kelengkapan dokumen

Dokumen rencana teknipasal 12 ayat (71dit<.n.ls 
yang telah disetuiui sebagaimana dimaksud dalam

r.r*iiil.."i'rrl";r1;;;:"-""" biava IMB vang nilainvi aitetapt<an le".Ilrl.r..,
Dokumen rencana teknis yzng biaya IMB-nya telah dibayar, diterbitkan IMB-nya oleh Walikota.

Pasal 13

Pas:r.l l4
(1) Tim ahli bangunan,.gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4)ditetapkan oleh Walikota.
(21 Masa kerja tim ahli bangunan gedung sebagaimana climaksud pada ayat (l)adalah I (satu) tahun.
(3) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana .imaksud pacia ayat(2) bersifat Ad hoc, indeperdenl oule.-t<trr aan tiaat -.-pr,-,yii konflikkepen tingan.

(4) Keanggotaan tim ahri.bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (21 terdiri atas urr"ui-u.rsr-. perguruan tinggi, asosiasi profesi,masyarakat ahli, dan insransi pemerintaL yang b".k;;;; dalammemberika, pertimbangan teknis di biclang bn,gu.,ar_, g.a".,g, |ang -efiputibrdang arsitektur bangunan gcdung ar. perLr.,taan, struktur ian ki,strut<si,mekanikal dan elektrikar, pertamanan/ lanskap, dan tata ruang daram/interior, serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahrian rain-rrya yangdibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Pasal 15

Pertimbangan tek.ris tim ahli banguna, gedung sebagairnana dirnaksuddalam Pasal 12 ayaL (4) sampai dengan ayat (6) harus tertulis dan tidakmenghambal proses pelayanan perizinan.
Pertimbangan teknis tim ahli banguna, gedung berupa hasil pengkajianobjektii terhadap pcmenuhan p..ryr.rtrn "teknis" 

yang mempe.r in,nu-,rglrr,_,unsur klasifikasi dan bangunan gedung, termaiuk pertimbangan a'spetekonomi, sosial dan budaya.

(1)

(2)

\')



BAB V
Ktr]'trNTUAN'I'DKNI S I]ANG U NAN

Bagian Kesa tu
Peruntukan dan Intensitas Bangunan

Paragral I
Peruntukan Lokasi

Pasal 16
Pendirian bangunan mengacu kepada peruntukan lokasi yang diatur dalam:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota pekanbaru;
b. Rencana Detail Tata Ruang Kota pekanbaru;
c. Rencana Teknik Ruang Kota pekanbaru dan atau Rencana Tata Bangunandan Lingkungan.
d. Peraturan Zonasi.

Paragrat 2
Klasifikasi Bangunan

Pasal 17
(1) Menurut fungsinya, bangunan di wilayah Kota pekanbaru diklasi'kasikansebagai berikut:

a. bangunan fungsi hunian;
b. bangunan fungsi keagamaan;
c. bangunan fungsi usaha dan sejenisnya;
d. bangunan fungsi sosial dan budaya;
e. bangunan fungsi khusus.

(2) Menurut tipenya, bangunan cri wilayah Kota pekanbaru diklasilikasikansebagai berikut:
a. bangunan tunggal;

b. bangunan deret.
(3) Y:l"ryI keringgiannya, bangunan di wilayah Kota pekanbaru

diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bangunan rendah;

b. bangunan sedang;

c. bangunan tinggi.

(41 Menurut permanensinya, bangunan di wilayah Kota pekanbaru
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bangunan permanen;

b. bangunar-r semi permanen;

c. bangunan darurat/ seme ntara.
(5) Menurut wilayahnya, bangunan di wilayah Kota pekanbaru diklasifikasikan

sebagai berikut:
a. bangunan di wilayah pusat kota;
b. bangunan di wilayah transisi kota;

13



c. bangunan di wilayah pinggiran kota.
(6) Menurut lokasinya terhadap jaringan jalan, bangunan di wilayah Kota

Pekanbaru diklasilikasikan sebagai berikut:
a. bangunan di tepijalan Arteri;

b. bangunan di tepijalan Kolektor;

c. bangunan di tepijalan Lokal;

d. bangunan di tepijalan Lingkungan.
(71 Menurut statusnya, bangunan di wilayah Kota Pekanbaru diklasifikasikan

sebagai berikut:
a. bangunan pemerintah;

b. bangunan swasta.

(8) Menurut sifatnya, bangunan di wilayah Kota Pekanbaru diklasifikasikan
sebagai berikut:

a. bangunan komersial;

b. bangunan non komersial

Paragraf 3

Fungsi Bangunan

Pasal 18

(1) Fungsi bangunan di wilayah Kota Pekanbaru, digolongkan dalam fungsi
hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

(21 Bangunan gedung fungsi hr-rnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bangunan untuk rurnah tinggal tunggal, rurnah tinggal deret,
rumah susun, darr rumah tirrggal sementara.

(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.

(4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian,
perhotelan, wisata dan rekreasi, tern-rinal, dan penyimpanan.

(5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan,
pelayanan ke sehatan, laboratorium, pelayanan umum dan panti sosial.

(6) Bangunan gedung fungsi khr-rsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dar-r
keamanan, dan bangunan sejenis ynng diputuskan oleh menteri.

(7)

(B)

(e)

Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) harus
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana'lata Ruang Wilayah Kota.

Fungsi bangunan gedung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Pemerinlah Daerah dan dicantumkan dalam IMB.

(10) Perubahan furrgsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (9) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan
kembali oleh Pemerintah Daerah.

ll



Paragraf 4
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 19

{l ) KDB ditentukarr atas dasar pelestarian lingknngan/ resapan air perrnukaar-r
tanah dan pencegahan terh.lclap bahaya kebakaran, keper-rtingan ckonorni,
lungsi barrgunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.

12) Setiap bangunan apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum
70% (tujuh puluh perseratus) untuk bangunan fungsi usaha, 6O% (enam
puluh perseratus) untuk bangunan lungsi hunian, dan 5O?i (lima puluh
perseratus)untuk bangunan fungsi sosial, budaya darr keagaman.

Paragraf 5
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 2O

(1) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/ resapan air
permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan
ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan
kenyamanan bangunan.

(21 Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata
Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Paragraf 6

Ketinggian Bangunan

Pasal 21

(1)

(2)

(3)

Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian
maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk
dengan pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan,
serta keserasian dengan lingkungannya.

Ketinggian bangunan deret n.raksirnum 4 (empat) lantai dan selebihnya
harus berjarak dengan persil [etangga.

Setiap bangunan, tegakan, menara atau tower antena yang berada di daerah
lingkungan kerja dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan.

Atap bangunan dalam tingkungan bangunan yang letaknya berdekatan
dengan bandar udara tictak diperkenankan dibuat <lari bahan yang
menyilaukan.

Kelebihan ketinggian bangunan di atas 8 (delapan) lantai diperlukan kajian
khusus dengan instansi terkait.

(4)

(s)

(6)

Paragraf 7

Garis Sempadan Bangunan

Pasal 22

(1) GSMB ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang, dan atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungalt serta Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

l5



12) Apabila GSMB belum ditetapkan dalarn Rencana Tata Ruarrg l(ota maka
secara umurn GSMB ditetapkar-r berdzisarkan fr:ngsi jalan dan peruntukan
lahan sebagai berikut:

a. bangunan yang terletak di Jalan Arteri, GSMB ditetapkan minimal 20 {dua
puluh) meter dari patok rencana Daerah Milik Jalan atau setengah dari
lebar rencana Daerah Milik Jalan;

b. bangunan yang terletak di Jalan Kolektor, GSM B ditetapkan minimal l0
(sepuluh) rneter dari patok rencana Daerah Milik Jalan dan atau minimal
l6 (enam belas) meter dari as jalan;

c. bangunan yang terletak di Jalan Lokal, GSMB ditetapkan rninimal 6
(enam) meter dari patok rencana Daerah Milik.Jalan dan atau minimal 12
(dua belas) meter dari as jalan;

d. bangunan yang terletak di Jalan Lingkungan, GSMB ditetapkan minirnal 4
(empat) meter dari patok rencana Daerah Milik Jalan dan atau minimal 8
(de lapan) meter dari as jalan;

e. bangunan yang disampingnya terdapat Gang, maka Garis Sempadan
Bangunan ditetapkan minimal 3 (tiga)meter.

f. bangunan yang disampingr-rya terdapat Gang Bunlu, maka Garis
Sempadan Bangunan ditetapkan minimal I (satu) meter dengan meminta
persetujuan dari pemilik tanah I bangunan yang menggunakan akses
Gang Buntur tersebut.

(3) GSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 pada masing-masing ruas jalan
ditetapkan oleh Walikota;

(4) Ketentuan besarnya GSMB dapat diperbaharui dengan mempertimbangkan
perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan,
maupun pertimbangan lain clengan mendengarkan pendapat teknis para ahli
terkait;

(5) Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk menetapkan GSSB terhadap
batas persil dengan mempertimbar-rgkan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan keserasian Iingkungan;

(6) Pada daerah dengan intensitas bangunan padat/rapat maka GSSB dan
GSBB harus memenuhi persyaratan:

a. bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;

b. pada bangunan rumah tinggal rapat diizinkan tidak memiliki GSSB dan
GSBB fiarak antar bangunan O meter);

c. untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan
bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya,
disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding
batas terdahulu;

d. pada dir-rding batas pekarangzrr-r tidak boleh dibuat bukaan dalarm bcntuk
apapun.

(71 Pada daerah dengan intensitas bangunan rendah/renggang maka GSSB dan
GSBB ditetapkan rninimal 3 (tiga) mctcr dari batas persil, kecuali untuk
bangunan rumah tempat tinggal.

t6



(1)

Paragraf g

Caris Sempadan Sungai
Pasal 23

Garis Sempadan Sungai:
a Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang surut air lautdite^tapkan loo (serarus) -.,.." ar.i-i.ii'i

berfungsi 
""n^gri'1.t,r. hiir;. 

- 'rvt taJur pengaman Sungai dan

b Garis Sempadan Danau dan waduk ditetapkan 50 (lima puruh) meter darititik pasang tertinggi ke arah darat.
c. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul:

sungal yang mempunvai kedalaman ticlak lebih <1ari 3 (tiga) rneterditetapkan 10 (sepuluhi meter, dihitung a".r t"pi lajur pengaman sungaipada waktu ditetapkan;
sungai yang mempunyai keclalaman .lebih dari 3 (tiga) meter sampaidengan 2o (dua puluhj meter diterapkan is ifi-" belas) meter dihitungdari tepi lajur pengaman sungai pada waktu dit.i"pt rr_r;

3. sungai yang mempunyai kedalaman lebih
ditetapkan 30 {tiga puluh) meter dinitung
sungai pada waktu ditetapkan.

dari 20 (clua puluh) meter
dari tepi lajur pengaman

Garis Sempadan Sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar 5 (lima)meter, dihitung dari tepi lajur peirgarnu,, 
"urg^i.sempadan sungai dapat dipakai dengan petunjuk Instansi yang

Bagian Kedua
Ketentuan Arsitektur dan Lingkungan

Paragraf I
Tata Letak Bangunan

Pasal 24
Setiap,. bangunan yang didirikan harus sesuai der-rgan rencana perpetakanyang diatur dalam rencana kota.
Untuk tanah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan luas minirnumperpetakan, walikota atau pejabat teknis yang aitunjut dapat m;6kanlain dengan memperhatikan keserasian dan arsite"ktur ringkungan serta
rnemudahkan upaya penanggulangan bahaya kebakaran.
Penempatan bangunan tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu
lintas dan ketertibar-r umum_

Pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, letak banguna,
minimal 10 (sepuluh) me ter dari as jalur t.gargin ting[iterluar serta"tidak
boleh melampaui garis sudut 450 (empat puluh lima dirajat), yang diukur
dari as jalur tegangan tinggi terluar.
walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk clapat menetapkan lain dergan
mempertimbangkan pendapat para ahli perencanaan Kota.
Tinggi rendah (peill pekarangan harus dibuat cle.rgan memperhatikan
keserasian lingkur-rgan dan tidak merugikan masyarakat.
Apabila sebidang ta'rah yang akarn didirikan bangunan lebih tinggi atau lebih
rendah dari pekarangan yang ada, srrpaya clilarnpirkan gailiar,gambar

,2

d

(21 Garis
terkait

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(B)

(e)
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(10)

(1 1)

keadaan serta profi l m,.n.ntrk,n';,,!!]lj;J:':ltang pada permohor

l:y o: r:, d.,;; ;:,: :*li*;ffi ":*1lI;1 "'"" 
ou'[ sLrn a

memenuhi kelentuarr yang <riatur.trtr,, e.n,ln,*pcrkena n ka n apahila masih
Pada lalan -1alan/iokasi
dapar me_nelapkan 

- lerlcnlLr walikota alau oejabat^ leknis yang ditunjul<
mempcroleh p.-r,dr.t^11-pa ng pcrrampang Qtrofit) rrr.g';r", "";., ,r.
kei n ja ha n ;.,";;;.'#:,i,,1,*111x,,r,,* -... n, h i' .r;,,T ";;, .,:;",,

(12)

(1)

(2)

(3)

(4t

(s)

(6)

(71

Bilamana perlu persva 
r

wa ri ko r a,i",' ;..; ;:,, " i:g" iH,: ; il i,-i, i,::,,. i:il.:Ii_
ii,:;TJilt";;rr u ea s - ",n 

t"'it" il n, "i, I, i" i. r. me n ge n a i ke r t-

(9) di atas
suatLl tim

ntuan'l'ata

paragraf 2

Bentuk Bangunan

Pasal 25
Bentuk bangunan harus dirancang clengan memperhatikan bentuk dankarakteristik arsitektu r, [ingkungan y?"g-"ii ai".kitarnya, atau yang mampusebagai pedoman arsitektui 

"t"i,.r"ari u"gii,;rgu""*annya.
Setiap bangunan yang didirikan berdampingan.. dengan bangunan yangdilestarikan, harus serali dengan b^"g";;;;ig dilestarikan tersebut
Bangunan yang didirikan 

. 
sampai pada batas samping persil, tampakbangunannya harus bersambungan s.c..a 

"".asi dengan AJp;k-;r;;r"r,atau dinding yang tetah ada disebelahnya.
Bentuk bangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan terciptanyaruang luar bangunan yang nyamardan Jerasi terhadap li"g;;il;;;;."'
Bentuk, tampak, profil, cietail, material maupun warna bangunan harusdirancang memenuhi syarat keindahan dan keserasian lingf,ungan yangtelah ada dan atau yang direncanakan kemudian, dengan tiarii -"iyi-po.,gdari persyaralatr fungsin.ya.

Bentuk bangunar-r harus clirancang sedemikian rupa sehingga setiap ruangdalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan aan pengha*aan alamikecuali jika bangunan-barlgunan terse but memiliki pen"cahayaan 
'dan

penghawaan buatan dengan mengacu kepada prinsip prinsip i.o.,"..ru"i
energi.

Untuk bangunan sedang dan tinggi, kulit atau selubung bangunan harus
memenuhi persyaratan konservasi energi.

Paragraf 3

Ruang Dalam Bangrrnan

(1) Setiap bangunan

Pasal 26

harus memenuhi persyaratan fungsi utama
keselamatan dan keamanan, keindahan dan keserasian bangunan

(2) Suatu bangunan dapat terdiri rlarr
penggunaan yang berbeda, sepanjang
teknis menurut keLentuan yang berlaku

bangu n an,

bebcrapa ruangan dengan jenis
tidak menyimpang dari persyaratan

setiap bangu,an selain Lerdiri dari ruang-ruang fungsi utama irarus pula
dilengkapi dengan ruang pelengkap serta instalasl dan perlengkapan
bangunan yang dapat menjarnin terselenggaranya fungsi bangunan. 

*

(3)
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(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

Bangulri-rn tempal linggal sckurar:g kuranerrvautama yrng rn.*r?Lhi kepi,r^. -,:i.: ,, 
memiliki ruang-ruang [urlgsr

kerua rga / be rsa ma ( rua ns k" r";is:l;;, I#;il 
" JX;I;;"",, jJJl; 

n 
kcgia r a n

Bangunan kantor sekurang_kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utarnayang mewadahi kegiatan kerla, keglata; ;;;;;"" kegiatan pelayanan.Bangunan toko sekurang_kurangnya memilikiyangmewadahikegiatantor.o,r.. jir,t.";il;JTl_T,:TF";1:-""i.,],.-^
Bangunan gudang sekurang_kurangnya harus dilengkapi dengan karnarmandi dan WC serta ruang kJbutuh;,k;;;;;
Bangunan pabrik sekurang-kurangnya harus dilengkapimandi dalr WC, ruang ga"tl 

. 
put"alu. f.r.iJ_rr_r, .rrrrgislirahat scrla ruang peinyarran k.*.hri^,,. ,

dengan kamar
makan, ruang

tidak
segi

(9) 
flXffi;: 

pusar perbelanjaan harus ctitengkapi dengan ruang ibadah yang

(10) Untuk bangunan tempat ibadah, bangunan monumental, gecrung serbaguna,gedung perremuan,.gef^u11g nerluljrk-r,,, g.9l.g 
".r.otun,-g"dr.rn-g"i,ur, .ugu,serta gedung sejenis iain_nya. rar, ,uang" datai.rnva di"i;; ;;;; khusussesuai dengan peraturan perundang-unAJngan 

.

Pasal 27
(1) Tinggi ruang adarah jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaanbawah langit-langit ke permukaan lantai.
(21 Ruangan dalam bangunan harus mempunyai tinggi yang cukup untukfungsi yang diharapkan.
(3) Ketinggian ruang pada Iantai

arsitektur bangunarrrr-ya.
clasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan

(4)

(s)

(6)

Dalam hal tidak ada rangit-langit, tinggi ruang diukur dari permukaan ataslantai sampai permukaan bawah Jari t.r-,iri ai atasnya atau sampaipermukaan bawah kaso-kaso.
Perhitungan ketinggian bangunan apab a ja.ak vertikar dari lantai penuh kelantai penuh berikutnya rebih dari s (lima) meter, maka ketinggia'r u.r-rgrrr^.,
dianggap sebagai 2 (dua) lantai kecuali untuk pengguna^., ,ur.rg loby atau
ruang pertemuan dalam bangunan komersial (antara tain hoter, perkanto.an
dan pertokoan).

Mezanin yang luasnya melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari luas lantai
dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 28

(1) Ruang rongga atap bangunan dapat diizinkan penggunaannya jika
menyimpang dari fungsi utama bangunan serta memperhatikan
kesehatan, keamanan dan keselamatan bangunan dan lingkungan.

(2) Ruang rongga atap harus mempunyai penghawaan dan pencahayaan alami
yang memadai.

(3) Ruang rongga atap dilarang dipergunakan sebagai dapur atau kegiatan lain
yang potensial menimbulkan kecelakaan / kebakaran.

(4) Setiap bukaan pada ruang atap tidak bole l-r mengubah sifat dan karakter
arsitektur bangunannya.

t9



Pasal 29

(1) Lantai dan dinding yang memisahkan ruang dengan penggunaan yang
berbeda dalam suatu bangunan, harus memenuhi persyaratan ketahanan
api menurut standar ketentuan yang berlaku.

(2) Ruang yang penggunaannya menimbulkar-r kebisingan, nraka lantai dan
dinding pemisah harus kedap suara.

(3) Ruang pada daerah-daerah basah, l-rarus dipisahkan dengan dinding kedap
air dan dilapisi dengan bahan yang mudah dibersihkan.

(4) Pada ruang yang penggunaannya menghasilkan asap atau gas, harus
disediakan lobang hawa dan atau cerobong hawa secukupnya, kecuali
menggunakan alat bantu mekanis.

Pasal 30

(1) Bangunan atau bagian bangunan yang mengalami perubahan perbaikan,
perluasan, penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya
fungsi/ penggunaan utama, karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian
bangunan serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi sarana
jalan kelua r/ masuk.

12) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan atau bagian
bangunan dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan
jenis bangunall dan dapat menjamit.t keamanan dan keselamatan bangunan
serta penghuninya.

Paragraf 4

Penghawaan Derlam Barr gunan

Pasal 31

(l) Setiap bangunan geduug harus mcmpunyai ventilasi alami dan/atau
ventilasi mekanik/ buatan, sesuai dengan fungsinya.

(21 Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi
dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang.

(3) Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permancn, jendela, pintu atau
sarana lain yang dapat dibtlka sesttai dengan kebutuhan dan slandar teknis
yang berlaku.

(4) Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan,
pintu, ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan'

(5) Luas ventilasi alami diperhitungkan minirnal seluas 5%o (lima perseratus)

dari luas lantai ruar-rgan yang diventilasi

(6) Sistem ventilasi buatarl harus diberikan jika ve ntilasi alami yang tidak dapat

memenuhi sYarat.

l7l Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan

udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya'

(B) Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus

menerus selama ruang tersebut dihuni.

(9) Penggunaan ventilasi buatat-r, harus memperhitungkan be sarnya pertukaran
udaia yang disarankan untuk berbagai fur-rgsi ruang dalam bangunan
geclung sesuai pedoman dan standar teknis yang llerlaku'

'20



(l)

par.agraf 
5

pencahayaan 
Dalam Bangunan

Se riap banguran geduoR nrrrJ."l'r'r,,rr, .Dualan, sesuai dengan turrgsinya. ,rettcahayaan aiami dan/atau
Kebutuhan pencahava:
a i aa ram [a rg, ;;; ;, l#"il;[: L:"J]x,J,li I ff : rl:,f ::,,Tj :[ ;,fl ;:: :lH:, jil;l: rermasuk daerah ;; 

.;;;;; ,1".0,u, 
dimarra pencahayaan

Pemanfaalan pencahayaan alami Irarus druoabangunan c.d;;;;i;;"uaikan dengan r,,rn=i J*?1 :,'.".? optimal pada
masing -r"i,]g .,iung Ji arr"- ul.e'rl;;i:t-;;;"*unan gedung ctan [ungsi

:;?:iiilTijJx,,"i jr, o:n*yn, n *ed rr rrg r,arus dipirih scr.a ra freksiber.
r., 

"s 
; ; ;; s'; ; ;; ;: :l?1,?- 11 

"frl 
X : ;ll;,",,_1H r::m;:l*i f ""; : : :idan konseruasi energi yang digunakan.'

B^e,sarnla,k.ebut u.han pencahayaan alami dan/atau buatan dalam banqunangedung dihirung berdasarkan pedoman .lu;-.;;;;r. i"r."r" vrr* nffi;::

(2)

(3)

(4)

(s)

(i)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

Paragraf 6

Ruang Terbuka Hijau pekarangan

Pasal 33
Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang
daerah penanaman di kota/ halamu, yrr,r[
ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika.

yang diperuntukkan sebagai
berfungsi untuk kepentingan

Ruang Terbuka Hijau yang.berhubungan langsung dengan bangunan gedung
1^." terletak pada persil .yang sama clisebut nuang ferUuka" Hijau
Pekarangan (RTHP).

RTHP sebagaimana dimaksud ayat (2) berfungsi sebagai tempat tumbuhnya
tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-Llnsur estetika, baik sebagai ruang
kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity.
Syarat-syarat Ruang 'lerbuka Hijau pekarangan clitetapkan dalam Rencana
Tata Ruang dan Tata Bangunan baik langiung rnaupul,r tidak langsung,
dalam bentuk keretapan GSB, KDB, xnA, Kle, parkir dan keteiapan
lainnya.

Apabila Ruang Terbuka Hijau pekarangan belum ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang dan Tata Bangunan maka dapat clibuat keietapa. yang bersifat
sementara dengan,'rernperhatikan keserasian da. arsitektur ringkungan.
Koefisien Daerah Huau (KDH) ditentukan atas dasar keper-rtingan pelestarian
lingkungan / resapan air permukaarr tanah,
Ketentuan besarnya KDIJ clitetapkan dengan Rencana Tata Ruang Kota clanjika belum ditetapka. maka KDFI minimar r oorr (sepuruh perseratus) pada
daerah sangat padar dan r{DH me,irrgkat setara deriga'r naiknya ketinggian
bangunan dan berkurar-rgnya kepadatar-r wilayah.

2t



pe ma 
Paragraf Z

nfaatan Ruang Sempadan Muka Bangunan

(r ) pemanfaatan Rui 
Pasal 34

k..".,.i,,.,*'a";"ffil.;;I';# #j';,P,,8,,,^,.' harus mensindahkan
k e r e n r u a n Re n ca n a r,, u n, Jig* l, 

" 
T,", 

", 
[,ix* JfJf , 

j:f 
: x u . 

"" 
* u i, d 

"., 
g, n

''',!|i"f.'iHl'i,3,1,?1,*T:x,-i1, ?15:.: :::-,an se kap j a,an a ta u ruas

;:i'i,;:',"^: jlT;:j,:f i:-,,,ffi ;xtrli.'#i,I,.::';:'1,-1:ff :.lilffi*risrrik. rians i"r"pon .r; r..j,, "i=ij,;;;iJ;l,j:;,li::_,;;;:r_xseperri 
rianE

(3) 
3:ilH:#:;T..ii"seluruh halaman clengan beron masir yang ridak dapar

(4) Dilarang mengadakan tanaman-tanamar, dincling tembok atau ta,da bataspekarangan yang clapat -.rrgt-rrrnO.i .irr'tiku.rgari.latan. - -*'*'rrrurr6rldrrruaL atau menutup pandangan pada sudut

paragraf B
pagar, Sirkulasi, pertandaan dan pencahayaan

Ruang Luar Bangunan

pasal 35
(1) Pagar Bangunan didirikan di atas tarah yang dikuasai dengan ketentuansebagai berikut:

pagar yang menghadap ke jalan harus tembus pandang dengan ketinggianmaksimal 1,25 (satu koma dua lima) meter;
pagar samping dan belakang bangunan boleh didinding masif denganketinggian maksimal 2 (dua) meter fecuali prgr. yr.,g berada dalam GarisSempadan Muka Bangunan riengan tetingglai mlkslmal t,ZS lsntu f<oma
d r,ra lima) meter;

c. dilarang menempatkan benda-benda yang membahayakan pada pagar jikatingginya kurang dari 2 (dua) meter di atas permukaan tanah.
Setiap bangunan diwajibkan menyediakan sirkulasi dan area parkir
kendaraan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

i1

h

(2)

(3) Penyediaan parkir di
penghij auan.

(4)

(5) Penempatan signage, terrnasuk papan
orientasi te tapi Lidak mcngganggu
diciptakan/dipertahankan, baik yang
kavling, pagar, atau ruang publik.

pekarangan ticlak boleh mengurangi daerah

Sistem sirkulasi ya,g direncanzrkan harus saling mendukung, antara
sirkulasi eksternal clengan internal bangunan, serta antara individu pemakai
bangunan dengan sarana transportasinya. sirkurasi harus memberikan
pencapaian yang mudah dan jelas, baik yar-rg bersifat pelayanan publik
maupun pribadi.

iklan/ reklame, harus membantu
karakler lingktrrrgarr yang ingin
penempatantrya pada bangunan,

Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk
li.gkur-rgan/kawasan tertentu, walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk
dapat mengatur pe.nbatasan-pembatasan ukurran, bahan, molif, dan lokasi
dari signage.

(6)
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(7t

(e)

(l)

(2)

(3)

(4)

lT:"nuJ"T ruang luar bangunan harusmemperhatikan karakter ri"gr.""g""",'^i",r*"1,"non
estetika, amenity, clan komponen promosi.

di sediakan
arsilektur

dengan
bangunan,

Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi keserasian denganpencah,yaan dari dalam br,,,,gr,,,o,., ;;;.*;.";;;"raan dari jara.r umum.Pencahayaan yang dihasilkarr lrarus menghindari pencranHan ruanq luarI;:[ff] il,L;iilil,l',i"ar vang 'lJ'r''-""'^'ir' du; -.;p':;,,i[,"'*""0.r.
Paragraf 9

pengelolaan Dampak Lingkungan
Pasal 36

Setiap bangunan yanq menimb,ulkan dampak penting terhadap lingkurrganharus dilengkapi dengan AMDAL, 
"."rui f 

"iJ,r,,lr n rung berlaku.
Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan dan atau lingkungannya
f il& Jfr 'j" tyi^r?.,:lf 

n 
". ",.f d 

"., 
g u,,' l?l 

".' 
t, 

",-, 
pe n ge I o I a-a n o'u - p. r.

Setiap kegiatan dalam bangunan clan atau lingkungannya yangmerimbulkan dampak penting t"e.nrAap 
-il.,gkr,,ga.r, 

.t., *.Zu.r.,tltnotoglsudah dapar dikelola ao-po[ p.",i"girv",-",lLk perlu dilengkapi cle,ganAMDAL' tetapi diharuskan merakuk"" iii"y"- e.rgeroraan Lingkuigan (UKL)dan Upaya pemantauan Lingkungan tUp!l*"^l ketentuan yang berlaku.
Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan dan atau lingkungannyayang harus melakukan Upaya pe"ngeroruu"'r_l"gr.rr.,g;; ir*il";;"f,ior.Pemantauan Lingkungan (UpL) adala"h sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Ketentuan Struktur Bangunan
Dasar perencanaan Struktur Bangunan

pasal 37
(t) Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan mencakup:

a. konsep dasar;

b. penentuan data pokok;

c. analisis struktur terhadap beban vertikal;
d. analisis struktur terhadap beban gempa, angi.r dan beban khusus;
e. analisls bagian-bagian struktur pokok darr perlengkapan;
f. analisis dan pendimensian poncrasi yang didasarkan atas hasil

penyelidikan tanah dan rekomer-rdasi sistem pondasinya.
(21 walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat menetapkan pengecualian

terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat ( 1), untuk ,r-uh tinggal,
bangunan umum dan bar-rgunan lain yang strukturnya bersifat sederhana.

Ptrsal 38
(l) Perencanaan struktur tahan gempa harus mengikuti peraturan perencanaan

tahan gempa untuk bangunan yang berlaku di tnclonesia.
(2) Analisis struktur terhadap beban gempa untuk bangunan dengan ketinggiar-r

maksimal 40 (empat puruh) meter dan atau 10 (sepuluhi- lantai dipat

23
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(1)

digunakan dengan analisis statis dan urrtuk bangunan ketinggian lebih dari
i3,,1:T:X'",iJllill#:::' a"" ^t""'-'t"r"ffii nr rantai harus d,engkapi

pasal 39
Apabila ketentuan Derepi.,, u., n'';;;;;; i"'i' ll?,1?' l,-',;:[T B::5il11,ketentuan lainnya yang beriaku 

"ril"r_ allnjo"ri.""ir.
(2)

paragraf I
pembebanan

pasal 40
(1) 

fffH':J:T,:lT.fft:Hi"_mTJ direncanakan rerhadap beban retap,

Apabila dalam perencanaan struktur terdapat.,ketentuan_ketentuan yangbelunr dan atau ridak 
, 
tercakup pr,f u ,Vri*ir). maka dapat digunikanpedoman' standar ketentua. atau peratura'n lailnya de.gan terlebih rlahulumendapat persetujuan Walikota,

(2) Analisis struktur bangunan harus
pembebanan yang paling berbahaya yan

(3) Kombinasi pembebanan sebagaimana di
a. pembebanan tetap yaitu beban mati ditambah beban hidup;
b. pembebanan sementara yaitu beban mati ditambah beban hidup,ditambah beban gempa atau angin;
c. pembebanan khusus yaitu beban tetap ciitambah beban khusus antaralain selisih suhu atau penurunan pondasi atau sllsut atau rangkak ataugaya rem atau gaya sentrifugal atau gaya clinamik atau frerrgaruf,-pengaruh khusus lairrnya.

Pasal 4 1

Pada perencanaan balok incluk dan portal sebagai pemikul beban suatubangunan, untuk peml:ebanan tetap -u.,pr., pembebanan sementara akibatgtrf",. beban l-ridupnya dapat direrluksi d"rrg., mengalikan koefisienreduksi sebagaimana tercantum daram taber 1 isatu) laripiran peraturan
Daerah ini.

Pada perencanaan unsur-unsur struktur vertikal seperti kolom, dinding danpondasi yang memikul lantai tingkat, beban hidup kumulatil yang te-rbagirata dari lantai-lantai tingkat dapat dikalikan dengan koefiJien reduksi
sesuai jumlah lantai yang dipikul sebagaimana tercantum claram tabel 2
(dua) lampiran Peraturan L)aerah ini, kecuali untuk lantai guclang, ruang
arsip, perpustakaan dan ruang-ruang penyimpanan lainnya.

belum diatur cialarri
standar tekn is atau

direncanakan terhadap kombinasi
g mungkin terjadi.
maksud pada ayat (2) adalah:

(1)

(2)

Pasal 42

(1) Penentuan beban mati dari bahan bangunan
adalah sebagaimana tercantum clalam tabcl 3
Daerah ini.

dan komponen
(tiga) lampiran

bangun an
Peraturan

(2) Penentuan beban hidup pada lantai bangunan adalah
tercantum dalam tabel 4 (enipat) lampiran peraturan Daerah ini
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(1)

(2)

(i)

(2)

Beban hidup IanR bcr 
Persal 4J

)ang._tresarnya sesuai 
silat dinamis harus dik

saru rrma). "pesinra"i nlorl H;,i,,i'l'ka11 
suaru koel-isien keiurrat sebesar l, i5 (salu koma

Feban hidup pada ara

lllil.o,". "L,I"r,.r,rllP .8edurrg, 
tingsi vang ditengkapi dengan randasan

ff x I;: I ?,"..# :*. ;fi :.;llil iif :!t d :::]:: :ilix f ;i^ :]ri :r;
Pasal 44

B,eban angin yang bekerja pada bangunan atau bagian bangunan harusl::::,:1i.,!1"srn anssapan a<lanva rekananlurus pada bidang-bidaig yang ditinfau. 
negatif yang bekerja tegak

Besarnya tekanan positif dan, tekanan negatif sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus sesuai dengan t 
"t"rrtr"rr- i...l'trin perundang_undangan.

Paragra[ 2
Struktur Atas

Pasal 45
Struktur atas harus direncanakan dengan memperhitungkan kombinasi beban-beban yang bekerja dan meneruskan k'e por'rJ^"i ,.rp^ -..,r,,trii"r"i."a.,,rr,perubahar-r benruk vang 

.dapar. r;."g;il;;;'kestabitan atau menyebabkankerusakan pada sebagian aratr seruruh 3irr.li,,^ banguna. rersebrr

pasal 46
( i ) Analisis struktu r bangunan dapat dilakukan dengan 2 (dua) atau 3 (tiga)dimensi sesuai konsep d^"r..ry..
(2) Pada struktur bangunan tertentu apab,a dianggap perlu, analisis strukturbangunan harus diiakukan dengan ir."-l lrig"r dimensi dan atau diadakan

i:f."ff.." 
pembebanan 

"."rui p.r"yuratan teknis ar,., p.u""arr yang

Pasal 47
(1) Apabila analisis struktur bangunan rnenggunakan komputer, maka programkomputer tersebut harus men-dapat p..sEiujran terrebiir a"rr.,i, Jr.i KepalaDinas Teknis yang ditunjuk.
(21 Analisis struktur bangunan sebagaimana riimaksud pada ayat ( l ), harusmencantumkan konsep dasar, data masukan dan hasil akhir. "

(3) Apabila akhir dari program komputer tersebut diragukan maka analisisstruktur bangunan tersebut harus cribuktikan den-gan iuiu 
'.o.u 

yu.rgditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
pasal 48

(1) Jarak minimal antara dua bangunan yang berdekatan dan atau deratasiharus dihitung berdasarkan keteituan p"..utr.u.r perundang - unda'gan.
Tcrhadap bangunnn yerng merupakan
panjang lebil-r clari S0 (lima puluh)
ciiperh itungkar-r terhadap perubahatr suhui

sa Iu kesa tuan (mot-rolit)
nretcr konstruksinya

clengan
harus

(2)
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(3)

(4)

Apabila diperlukan siar pemiszlh, 
_maka jarak siar tersebut harus 

'remenuhiketen tuan se bagaimana iimaks urd p";; ;i;; j ii.
Bangunan dcret yang mendekati sekitzrr 10 (sepuluh) kavling dilakukanpemisahan untuk menghindari bahaya L.not u.j.r.

Pasal 49
Dalam perencanaan konstruksi untuk penambahan
sebagian maupun keseluruhan, p.a".rarr^o,,., konstruk
keadaan lapangan ctan diperiksa kekuatannya lerhada
keseluruhan.

Pasal 5O
(1) Dalam perencanaan rehabilitasi atau renovasi yang mempengaruhi kekuatanstrukturnya ditinjau kembali secara keseru.ui^ri b..dr"r.f,rr, f.."yu..,r.,struktur yang diatur dalam peraturan Daerah ini.
(21 Apabila kekuata.r struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (r), tidakmemenuhi ketentuan, rnaka terhaclap struktur Lar-rg,rrrlr-,ryu harusdirencanakan perkuatan dan atau penyesuaian.

Paragraf 3
Stru k tu r Bawah

Pasal 5 1

(1) Rencana por-rdasi harus diperhitungka, terhadap semua gaya, baik daristruktur atas maupun beban lain yang d,impahkan pada ii"t.- pondasitersebut dan tidak melebihi daya dukung tanah seita penurunan yang
diizinkan.

Persyaratan penurunan sebagaimana climaksucl pada ayat (1), terdiripersyaratan perbedaan perturunan dan persyaratan penurunan
sebagaimana dimaksud dalanr tabel S (lima) lampiran peraturan Daerah

tingkat bangur.ran baik
si harus clidasarkar-r data
p struktur utanta secar.t

dari
total
ini.

(2)

(3) Rencana pondasi
diperhitungkan agar
sekitarnya.

(4)

(1), harus
bangunan

Pasal 52

basement yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan

sebagaimana dirnaksud pacla ayat
tidak mcrusak stabilitas tarah dan

Apabila berdasarkan penelitian kondisi rapangan, perenca.aan po.dasi
tersebut pada ayat (3), 

.be 
rpengarul.r terhadap ianah dan atau bangunan

sekitarnya, maka harus dibuat r-encana pengamanan terle bih dahulu.

(1) Perencanaan
d

(2)

(3)

(1)

perencanaan pengamanannya.

Pada bangunan dengan basement dimana dasar galian rebih rencrah dari
muka air tanah, harus dilengkapi perencanaan penurunan muka air tanah
(deuateina).

Pengecualian tcrhadap ketcntuan scbagaima.ra dimaksud pada ayat (2)
ditentukan oleh Ke pala Dir-ras Teknis .yang ditunjuk

Pasal 53

Perencanaan 
_ 
sambungan pada pondasi tiang pancang harus mendapat

persetujuan dari Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk. "

Perencanaan pondasi tiang baja rrarus memperhitungkan laktor korosi
sesuai dengan standar berlaku.

an gangguan pada bangunan dan lingkungan sekitarnya harus dilengkapi

(2)
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Pada perencanaan pondasi, besarnya lendutan di kepala tiang akibat gaya
horizontal maksimal 7,27 cm (satu koma dua tujuh) kecuali ditetapkan lain
oleh Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.

Pasal 54
(1) Perencanaan dan penentuan sistem pondasi

atas analisis hasil penyelidikan tanah atau
dimana bangunan tersebut al<an dibangun,
Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.

(21 Penyelidikan ta.ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mcmc.uhi

(s)

persyaratan:

(3) dilaksanakan di bawah tar-rggungjawab ahli
diakui oleh Walikota;

(4) penyelidikan tanah harus mencakup daya
serta rekomendasi sistem pondasi.

bangunan, harus didasarkan
kondisi tanah pada lokasi

kecuali ditetapkan lain olelr

biclang mekanika ternah yang

clukung tanah yang diizinkan

belum lazim
beban beban
dengan cara

(5) Tata cara dan persyaratan pekerjaan penyelidikan tanah ditetapkan Kepala
Dinas Teknis yang ditun juk.

Pasal 55
(1) Apabila dianggap perlu, pada perencanaan pondasi dalam dan struktur

penahan tanah harus dilakukan percobaan pembebanan sebesar 2oo%o (dua
ratus perseratus) dari beban kerja rencana, baik untuk aksial teka,, aksiar
tarik dan atau beban lateral.

(2) Jumlah tiang pondasi untuk percobaan pembebanan aksial tekan harus
memenuhi persyaratan se bagai bcrikut:
a. untuk pondasi tiang bor (borecr pile) minimal satu tiang percobaan untuk

setiap 75 (tujuh puluh lima) tiang yang ukuranny. 
".-u;'b. untuk pondasi tiang pancang dan yang sejenis minimal satu tiang

percobaan untuk setiap lOO (seratus) tiang yang ukurannya sama.
(3) Terhadap kondisi tanah dan beba.r kerja rencana terrer)tu jumlah tiangpo,dasi untuk percobaan pembebanar-r aksial sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dapat ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
(4) Percobaan pembebanan lateral harus dilaksanakan (att of leuell denganlendutan maksimal sebesar 1,27 cm (satu koma dua tujuh).
(5) Tata cara dan persyaratan percobaan pembebanan selanjutnya ditetapkan

oleh Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.

Pasal 56
Pada perencanaan pondasi dengan sistem yang baru ataudigunakan, maka kemampuan siilem tersebut daiam menerimastruktur diatasnya serta beban,beban lainnya harus dibuktikan
yang disetujui oleh Kepala Dinas .l.eknis yu,,g jitr.r.,.yrk.

Bagian Keempa t

Instalasi dan Kelengkapan Bangunan
Pasal .57

(r) Banguna. tertentu berdasarkan lctak, keti.ggian dan penggLrnaannya harusdilengkapi. denga, peralatan 
_ 
dan perlei;t;pu,., bangu.an, rermasukpengaman/rambu-rambu terhadap lalu-lintas udara.

syarat-syarat teknis lebih la.nj u_t terhadap ketentuan tersebut di atasmengikuti standar teknis yang berlaku.

(2)
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(3) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung
yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan dar-r
keselamatan pengguna bangunan gedung.

14) Prasarana-prasarana pendukung banguna. harus dircncanakan secara
terintegrasi dengan sistem prasarana lingkungan sekitarnva.

pernanfaatan
lingkungan

(6) Bangunan gedung harus direncanakan dan dirancang sebaik-baiknya,
sehingga dapat menjamin fungsi bangunan juga dapat dimanfaatkan secara
maksimal oleh semua orang, termasuk para penyandang cacat dan warga
usia lanjut.

Paragraf I

Instalasi Keamanan Terhadap Bahaya Kebakaran

Pasal 58
(1) setiap bangunan harus dilengkapi peralatan pencegahan terhadap bahaya

kebakaran serta penye lamatan jiwa manusia dan lingkungannya, sesuai
dengan jenis dan penggunaan bangunannya.

(2) Setiap fungsi ruang dan atau penggunaan bangunan yang mempunyai resiko
bahaya kebakaran tinggi harus diatur penempatannya sehingga apabila
terjadi kebakaran dapat dilokalisir.

Pasal 59

(1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oleh suatu sistem alarm
otomatis yang sekurang- kurangnya mempunyai:
a. lonceng atau sirene dan sumber tenaga batere cadangan;
b. alat pengindera;

c. panel indikator yang dilengkapi dengan:

1 fasilitas kelompok alarm;

2. sakelar penghubung dan pemutus arus;

3. fasilitas pengujian batere dengan volt meter dan ampere meter.
d. peralatan bantu lainnya.

(21 Setiap alarm kebakaran yang dipasang pada bangunan, harus selalu siap
dan pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan jenis alat pengindera yang digunakan harus sesuai dengan
penggunaan ruang yang akan dilindungi.

Pasal 60

(1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oteh suatu sistem
hidran sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
a. pemasangan hidran harus memenuhi ketentuan dan dipasang sedemikian

rupa sehingga panjang selang dan pancaran air dapat mencapai dan
melindungi seluruh permukaan lantai bangunan;

b. setiap pemasangan hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(21 setiap bangunan harus dilengkapi alat pemadam api ringan yang memenul-ri
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Sarana dan prasarana pendukr,rng harus menjamin bahwa
bangunan tersebut tidak mer-rgganggu bangunan lain <ian
sekitarnya.
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Pasal 6l
tangga rnelingkar (tar-rgga spiral) sebagai tangga(l) Dilarang menggunakan

kebakaran.

l2l rangga kebakaran dan bordes harus memiliki lebar minimal 1,20 (satu koma
dua no.l) meter dan tidak boleh men-yempit ke arah bawah.

(3) Tangga kebakaran harus dilengkapi pegangar-r (hard rait) yang kuar setinggi
1,10 (satu koma satu r-rol) meler dan mempunyai lebar injakan a'ak tangga
minimal 28 (dua pulul-r delapan) cm dan tinggi maksimal anak tangga 20
(dua puluh) cm.

(4) Tangga kebakaran terbuka yang terletak di luar bangunan harus ber.iarak
minimal I (satu) meter dari bukaan dinding yang berdekatan dengan tangga
kebakaran tersebut.

(5) Jarak pencapaian ke ta.gga kebakaran clari setiap titik dalam ruang efektif,
maksimal 25 (clua pulul'r lirna) meter apabila ticlak dilengkapi dengan
spinkler dan maksimal 4O (empat puluh) meter apabila ciilengkapi der"rgan
spinkler.

Paragra[ 2

Instalasi Listrik
Pasal 62

(1) siste m instalasi listrik arus kuat dan penempatannya harus mudah diamati,
dipelihara, tidak n-rembahayakan, mengganggll, dan merugikan lingkungan,
bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan berdasarkan
standar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku.

(21 Sistem instalasi listrik pada bangunan tinggi dan bangunan umum harus
memiliki sumber daya listrik darurat yang mampu melayani kelangsungan
pelayanan utama pada bangunan apabila tcrjacli gangguan listrik alau
terjacli kebakaran.

Paragraf 3

I n sta lasi Penangkal Petir

Pasal 63
(1) setiap bangunan atau bagian bangurran yang berdasarkan letak, bentuk dan

penggunaannya dianggap mudah terkena sambaran petir, harus diberi
instalasi penangkal petir serta diperhitungkan berclasarkan standar,
normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku.

(2) suatu instalasi penangkal petir harus dapat melindungi semua bagian dari
bangunan termasuk juga manusia yang ada di dalamnya, terhadap bahaya
sambaran petir.

(3) Pemasangan instalasi pe,angkal petir pada bangunan harus memperhat_ikan
arsitektur bangunan tanpa mengurangi nilai perlindungan terhadap
sambaran petir yang efektif.

(41 rerhadap instalasi penangkal petir harus dilakukan pemeriksaan dan
pemeliharaan secara berkala.

(5) Setiap perluasan a.tau penambahan ba.gunan, instalasi penangkal petir
harus disesuaikan der-rgan adanya perubahan tersebut..
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Paragraf 4
I nstalasi Transportasi dalam Gedung

Pasal 64
(l) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang

meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung,
(2t Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), rneliputi kemudahan huiurrgan
horizontal dan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan
aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan
lanjut usia.

Pasal 65
Kemudahan hubungan l'rorizontal antar ruang dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan keharusan
bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan
koridor disesuaikan der-rgan fungsi ruang bangunan gedung.

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (21
mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 66

Kemudahan hubungat-r vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana
transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ay at (2) berupa
penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan
dalam bangunan gedung.

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang
menghubungkan lantai yang satu dengan yarlg lainnya dengan
mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, clan kesehatan
pengguna.

Bangunan gedung dengan jumlah lantai di atas S (lima) harus dilengkapi
dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan
kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan
tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainr-rya denga'r mempertimbangkan
kemudahan dan keamanan pengguna sesr-rai standar teknis yang berlaku.
Ketentuan mengenai kemudahan hr,rbungan vertikal dalam bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayar (21, ay aL (3) dan ayat (4)
mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 67

Akses evakuasi dalam kcadaan darurat sebagaimzrna dimaksud dalam pasal
64 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem
peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi
apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali
rumah tinggal.

(1)

(2)

(3)

(l)

(21

(s)

(1)

pada ayat (1) harus
penunjuk arah yang

(3)

(4)

(21 Penyediaan akses evakuasi scbagaimana dimaksud
dapat dicapai dengan mudal-r dan dilengkapi dengan
jelas.
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(3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayal (21 mengikuti kerentuan dalam standar teknis yang
berlaku.

Pasal 68

(l) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjur usia
sebagaimana di.maksud dalam pasal 64 ayat (2) merupakan keharusan bagi
semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

12) Fasilitas bagi penyandang cacat clan larjut usia sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas
lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi panyandang cacat dan
lanjut usia sebagaimana dimaksud pada a.yat ( 1) dan ayat (f mengikuti
ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kelengkapan prasarana dan sarana merupakan keharusan bagi semua
bangunan gedung untuk kepentingan umum.

(21 Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai dengan
fungsi bangunan umum tersebut.

(3) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
meliputi:

a. sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
b. tempat parkir;

c. sarana transportasi vertikal;
d. sarana tata udara;

e. fasilitas penyandang cacat;

f. sarana penyelamatan.

Paragraf 5
lnstalasi Plunrbing dan Air Buangan

Pasal 7O

(1) Sistem plumbing dan air buangan penempatannya harus mudah diamati,
lingkungan,
berdasarkan

dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan
bagian bangunan dan instalasi lain serta cliperhitungkan
standar, normalisasi teknik dan peraturan lain yang berlaku.

(2) Pada setiap bangunan harus disediakan sistem air bersih dan air buangan
guna menyalurkan air bersih ke semua alat plumbing dan membuang air
limbah dari semua peralatan plumbing.

(3) Pada setiap bangunan dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem
saluran air hujan dan curahan air I'rujan tidak boleh latuii re luar batas
pekarangan.

(4) Air hujan harus dialirkan ke sumur resapa. da, atau c.li alirkan ke jaringan
air hujan umum kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Air bekas keperluan rumah tangga harus diarirkan ke dalam se.rokan,
saluran atau pelimbahan yang telah diseciiakan, sehi,gga jarannya air tidak
terganggu. Untuk tanah atau daerah yar-rg belum tiise-ara sciokan atausaluran, maka pen-ririk bangunan harus membuat tempat peresapa, air
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bekas keperluan rumah tangga tersebut pada pekarangannya untuk
kesehatan.

(6) Setiap bangunan yang menghasilkan limbah atau buangan lailnya yang
dapat menimburkan pencemaran, harus crirengkapi dengan- sarana pe.rgotah
limbah sebelum dibuang l<e saluran umum.

(71 Pada setiap pekarangan bangunan harus disediakan loba.rg kakus atautempat pemasukan_ najis yang letaknya sekurang_kurangnya , (dua) meterdari dinding rumah atau g (delapan) meter dari "r-"r. crimana rempat
tersebut harus kedap air.

(8) Buangan yang mengandung radio aktif harus diamankan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Paragraf 6

In stalasi Cas

Pasal 7 I
Sistem 

_ 
instalasi gas pene mpatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak

membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian'bangunan dan
instalasi lain serta diperhitungkan berclasarkan standar, norialisasi ieknik dan
peraturan lain yang berlaku.

Paragraf 7
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 72

(1) Setiap bangunan yang menghasilkan sampah diwajibkan melakukan
pemilahan sampah organik dan anorganik serta menyediakan tempat untuk
pembuangan sampah orgar-rik dan anorganik secara terpisah.

(2) Setiap pembuangan baru/atau perluasan suatll bangunan yang
cliperuntukkan sebagai tempat kediama. diharuskan memperlengkapr
dengan tempat/ kotak/ lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan
dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamln.

(3) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang merupakan kotak-
kotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung irntuk diangkut oleh
petugas Dinas 'l'eknis yang ditunjuk.

(4) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk Dinas Teknis yang ditunjuk maka
sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan
cara lainnya.

(5) Perencanaan dan 
. 
instalasi tempat pembuangan sampah mengikuti

ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang-berlaku.

Bagiar-r Kelima
I(etentuan .I'cknis perencaDaan Kawasan

pasal 73
(1) setiap perencanaan suatu kawasan seperti kavling siap bangun (Kasiba),lingkungan siap bangun (Lisiba), kawaian perumahan, kawasan rekreasi,kawasan pusat perberanjaan, kawasan perkantoran, kawasan industri,kawasan pergudangan dan kawasan lainr-rya liarus mendapatkanpersetujuan site plan dan Rencana Tata Letak daii warikota pekanbaru ataupejabat teknis yang ditunjuk.
(2) Dalam perencanaan kawasan seperti disebutkan pada ayat (r) harus dibuatsite plan dan Rencana Tata Lctak menyeluruh y"rrg -.r"rf..ip':".i.,!r., ;.fr.
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dan sirkulasi kendaraan, pola parkir, pola penghijauan, ruang terbuka,
sarana dan prasarana lingkungan. dengan memperhatikan teserasian
terhadap lingkungan.

(3) Dalam rangka keserasian kawasan perumahan dan permukiman, maka
komposisi lahan efektif dan lahan non elektif diatur dengan parameter:
a. luas prasarana clan utilitas;
b. luas sarana.

14) Ketentuan luas prasarana dan utilitas se bagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, meliputi:
:t luas lahan 0,40 (nol koma empat nol) hektar sampai dengan 25

puluh lima) hektar, luas prasarana
puluh lima perseratus);

dan utiliLas maksimal 25,/o
(dua
(dlra

b. luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan
hektar, luas prasarana clan utiliLas maksimal \On/n
perseratus);

c. luas lahan lebih besar dari 1OO (seratus) hektar, luas
utilitas maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak
konstruksi maupun arsitektonis clari blngur-ran
mendapat Izin;

membuat kolam hias, taman dan patung_patllng,
halaman pekarangan rumah;

1O0 (seratus)
(tiga puluh

prasarana dan

(s) Keter)tuan luas sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
meliputi:

a. luas Iahan O,4O (nol koma empat nol) hektar sampai dengan 25 (dua
pulul-r lima) hektar, luas sarana minimal S% (lima perseratusf;

b. lnas laha, 25 (dua puluh tima) hektar sampai dengan r 0o (seratus)
hektar, luas sarana minimal 1OYr, (sepuluh perseratus);
luas lahan lebih dari 1O0 (seratus) hektar, luas sarana minimal 1 57.
(lima belas perseratus).

BAB V

PERIZINAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74
(1) setiap kegiatan mendirikan, mengubah / mengga,ti, memanfaatkan dan

membongkar bangunan dalam wilayah Kota pekanbaru harus memiliki izin
dari Walikota atau pejabat teknis yang ditur-rjurk.

(21 Kegiatan yang tidak memerlukan izin adalah:
a. pekerjaan yang termasuk dalam pcmeliharaan dan perawatan bangunan

yang bersifat biasa;

b. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagain ya yang
luasnya tidak lebih dari 1 (satu) m2 dengan sisi terpanjaig mendatar
tidak lebih dari 2 (dua) meter;

c. membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak
membahayakan;

C]

cl

C

me ruba h denah,
semula yang telah
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f' mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangunan-bangunan di
h:rlaman belakang ctan isinya tidak lebih clari l2 ldua bllasl rn3;

g. membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen;
h. mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya terah diperoleh izin

dari Walikota untuk paling lama I (satu) bulan;
i. mendirikan perlengkapan bangunan yang pencririannya terah diperoleh

izin selama mendirikan suatu bangunan;
j. perbaikan-perbaikan yang ditentukan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 75
Walikota mempunyai keu,enang :

a. menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

b. memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan ketertiban umum,
keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta mempertimbangkan
pendapat para ahli;

c. menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu bangunan yang dinilai
belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf ,, sa-p^i yr.rg
bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang
ditetapkan;

d. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan,
perbaikan atau pembongkaran sai-ana atau prasarana lingkungan oleh plmilik
bangunan atau pemilik tanah;

e. menetapkan sifat atau tir-rgkat rrilai izir-r _yang diterbitkan;
f. menerbitkan surat izin bekerja para pelaku [eknis pembangunan;
g. memberikan izin khusus untuk bangunan sementara/ darurat, dengan syarat

bangunan tersebut dibongkar kembali setelah masa izinnya berakhir.
Pasal 76

(1) Walikota dapat menetapkan kebijaksanaan khusus terhadap
lingkungan/kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi kawasan,
keamanan dan keserasian lingkungan.

(2) walikota menetapkan ketentuan teknis lebih lanjut tentang perletakan
bangunan serta teknis perubahan dan penambahan bangunan, dengan tetap
memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan serta kaidah
perencanaan kota.

(3) Pada lingkungan bangunan tertentu walikota dapat menentukan ketentuar-r
penggunaan setiap lantai dasar atau lantai lainnya pada bangunan, untuk
kepentingan Llmum.

(41 walikota dapat mene.tapkan bangunan tertentu untuk menamp kanarsitektur berkultur Melavu Riau.

(1) Walikota dapat
bangunan yang

Pasal 7Z

menetapkan daerah-daerah
memiliki nilai sejarah atau
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arsitektur yang tinggi, sebagai daerah pemugaran yang perlu ditir-rdu.gi dan
dijaga kelestariannya.

l2l walikota dapat menetapkan kriteria persyaratan terhadap bangunan serra
bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Terhadap kegiatan membangun bangunan dan atau bangun_bangunan yang
terkena ketentuan peremajaan lingkungan, walikota dapat riemberikan
pengecualian apabila bangunan dan atau bangun-bangunan tersebut
dinyatakan sebagai bangunan yang perlu aiti.,a.rr-rg-i dan dijaga
kelestariannya.

Pasal 78
(1) walikota dapat memerintahkan pemilik pekarangan untuk rneninggikar-r atau

merendahkan pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan" prasarana
lingknngan yang ada.

(21 walikota dapat memerintahka, kepada pemilik atau penghuni bangunanuntuk memperbaiki bangunan, bangun_bangunan dan plkarangan baik
sebagian atau keseluruhan sehingga serasi dlngan lingkungan 

""kita.r-ryuserta memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
(3) walikota dapat memerintahkan menutup atau melarang penggunaan suatu

bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaima--na di"riaksud dalam
Peraturan Daerah ini.

(4) walikota dapat menetapkan suatu bangunan baik sebagian atau seluruhnya
tidak layak dihuni atau digunakar-r jika ditinjau dari- strr_rktur bangunan
dapat membahayakan penghuni dan atau lingkungan (bautuuallig).

(5) walikota dapat memerintahkan penghuni untuk segera me.gosongkan dan
menutup bangunan dalam jangka waktu tertentu serta mengumumkan
status bangunan tersebut berada di bawah pengawasan.

Bagian Ketiga

Arahan perencanaan (Aduis plonningl

Pasal 79
(l) sebelum mengajukan Permohonan IMB, pemoho, harus meminta Arahan

Perencanaan (Aduis ptanningl kepada Dinas Teknis yang ditunjuk, me.liputi:
a. Jenis/ perun tukan lokasi;
b. Garis Sempadan yang berlaku;
c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

e. Koefisien Daerah Hijau (KDH);

f. Ketinggiar-r bangunan (jumlah lantai bangunan yang diizinkan);
g. Bentuk bangunarr;

h. Kelengkapan bangunan;
i. Rekomendasi dari Instansi terkait;
j. Persyaratan lingkungan;
k. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan;
l. Hal-hal yang dipandang perlu.

(21 Untuk mendapatkan Arah.a.n perencanaa. (Ad.uis pranning) seperti dimaksudpada ayat (r) pemol-ron wajib nrengajukan permoho.rr, a"Iu.^ terturs kepada
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Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang
tersedia dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. foto copy bukti kepemilikan ranah disertai gambar situasi tanah;
b. Ibto copy I(TP;

c. peta orientasi lokasi tanah;
d. ganrbar rencana bangunan;

(3) Arahan Perencanaan (Advis planning) diterbitkan dengan berdasarkan
Rencana Tata Ruang Kota, peraturan Daerah ya,g teikait, Keputusan
Walikota, Kondisi Lapangan dan hal-hal lainnya.

(4) waktu penyelesaian permohonan Araha. pere,canaan (Advis pranning) sejak
diterimanya permohonan yang terah memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis selambat-lambatnya lS (lima belas) hari kerja.

(5) waktu penyelesaian permohonan Arahan perencanaan (Advis planning)
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak berlaku apabira masih
memerlukan kajian lebih lanjut seperti peninjauan lapangan ian koordinasi
dengan Instansi terkait lainn.ya ataupun untuk mir-rcra'pat pertimbangan
teknis tim ahli bangunan gedu.g dalam har ba'gu,-ran g.ir.rg tersebut
untuk kepentingan umum.

(6) Arahan Perencanaan (Advis pla,ning) berlaku serama ketentuan yang
clijadikan pedoman saat penerbitannya belum dicabut.

Bagian Keempat

Perencanaan Bangunan

Pasal 80
Perencanaan bangunan harus dibuat/ dipertanggungjawabkan olehperencana yang memiliki izin berdasarkan Arahan perencanaan (AduisPlanning) kecuali untuk bangunan tertentu yang ditetapkan oleh walikota
atau pejabat teknis yang ditunjuk.
Untuk . bangunan yang kompleks, perencanaan bangunan minimalmelibatkan 1 (satu) orang perencina dari^sipil dan I (satu) .?."Jr^ii.f..
Gambar rencana bangunan harus dibuat dikertas berukuran Al denganformat yang ditetapkan oleh Dinas Teknis yang ditunjuk J.rgmkelengkapan gambar sebagai berikut:
a. peta orientasi lokasi bangunan;
b. tata letak bangunan;
c. gambar arsitektur bangunan yang terdiri dari:

l. denah tiap lantai bangunan;
2. tampak depan bangunan;
3. tampak samping kiri bangunan;
4. tampak samping kanan bangunan;
5. tampak belakang bangunan.

a 
fiT,?il;r.::uktur 

dan konstruksi bangunan bescrta perhirungann ya yang

1. potongan;

2. detail (pondasi, koiom, balok, plat lantai dan atap).
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e. gambar instalasi dan kelengkapan bangunan beserta perhitungannya
1,ang terdiri dari:

I . septik tank;
2. sumur resapan;

3. penangkal petir;

4. jaringan drainase;

5. dll.

f. gambar fasilitas pendukung kegiatan beserta perhitungannya yang terdiri
dari:

I . ruang parkir;

2. fasilitas sosial;

3. lama n / penghija ua n;

4. dI.
(41 Penyajian gambar rencana bangunan diwujudkan dalam gambar yar-rg jelas

dengan dilengkapi ukuran, penjelasan penggunaan ruang, bahan serta
menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya.

(5) Penyajian gambar rencana bangunan untuk penggantian/perubahan
bangunan, dan penambahan luas/tingkat bangunan harus digambar dengan
jelas, baik keadaan eksisting dan rencana.

Bagian Kelima

Izin Mendirikan Bangunan

Paragra f 1

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan IMB

Pasal 81

(1) Setiap kegiatan membangun harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan
(rMB).

(2) Untuk mendapatkan IMB seperti dimaksud pada ayat (l) pemohon wajib
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat
teknis yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang tersedia dan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. loto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang

dikeluarkan oleh BPN;

b. foto copy KTP;

c. foto copy bukti pembayaran PBB;

d. Arahan Perencanaan (Aduis Planning);

e. gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh perencana dan
telah diasistensi;

f. surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan di atas
tanah miliknya;

g. izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan;
h. rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang clisyaratkan;
i. dokumen AMDAL atau UKL UpL bagi bangunan yang disyaratkan.
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(l)

(2t

(3)

J Surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar yang diketahui
oleh pejabat setempat bagi bangunan tower, futsal, inclustri, dan
ba_ngunan lainnya yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat
sekitar.

Paragraf 2
Penyelesaian IMB

Pasal 82
Waktu penyelesaian permohonan IMB sejak diterimanya permohonan yang
telah memenuhi persyaratan adminisrrasi dan teknis 

".i^-b.t-l.rrruui"yu so(tiga puluh) hari kerja.

Waktu penyelesaian permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (l)Pasal berlaku apabila hasil penelitia. Gknis dari permohonan 'masih
memerlukan perbaikan dan atau penyempurnaan setelah adanyapemberitahuan dari Dinas Teknis yang diiunjuk.
Penyelesaian permohonan izin dapat ditangguhkan apabila:
a. perbaikan maupun penyempurnaan hasil penelitian teknis sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) pasat dipenuhi oleh pemohon;
b. terdapat sengketa tanah dan atau bangunan atau gangguan terhadap

lingkungan;

c. pemohon me rnberikan data yang tidak benar;
d. adanya keputusan status quo dari lr.rstansi yang ber-wenang.

(4) Penangguhan
diberitahukan
ditunjuk.

(s)

(6)

permohonan IMB sebagaimana
secara tert ulis kepada pemohon

dirnaksud pada ayat (3)
oleh Dinas Teknis yarrg

pejabat
teknis

Permohonan IMB yang ditangguhkan pa<la ayat (3) clapat dirolak apabila
setelal'r jangka waktu 6 (enam) bulan se.yak tanggai penangguhan, p.-ohon
tidak menyelesaikan atau n'relengkapinya.
Penolakan permohonan IMB yang climaksud ayat (5) dapat diajukan kembali
se telah pemohon melengkapi semua persyaratin.

Paragraf 3
Keputusan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 83
(1) Surat lzin Mendirikan Banguna, dikeluarkan oreh walikota atauteknis yang ditunjuk jika memenuhi persyaratan administrasi dansesuai ketentuan perundang_undangan-yang berlaku.
(21 Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantumdalam Surat lzin Mendirikan Bangunan.
(3) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila:

a. bangunan yang akan didirikan tidak memenuhi persyaratan teknis;
b' bangunan yang akan didirikan berada di atas tanah/rokasi yangpenggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang xotu; 

-

c. bangunan yang akan d.ldlrlkan dapat mengganggu kepentingan umumatau memperburuk kor-rdisi lingkungan sekitir"nyJ;- 
---r --'-'!'bq'|r

d ba,gunan yang akan didirikan dapat mcnggangglr arus lalu lintas, aiiranair hujan, cahaya atau bangunan_ b^rrgur,u., yang telah ada:
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(t)

(2)

(3)

(4)

(s)

(10) Segala kerugiar.r pihak lain
membangun, menjadi beban
pemilik bangunan.

Paragraf 5
Pengawasan Bangunan

pasal 85
(l) PenS3w.ay atas pelaksanaan- pekerjaan mendirikan, mengubah danmerobohkan bangunan ditunjuk oleh fepala Dinas;
(2) Waktu pengawasan pelaksanaan membangun dilakukan:

a. pada permulaan pekerjaan;
b. selama pekerjaan tersebut dilakukan.

(3) 
f:Iirj,,Dinas 

arau petugas yang dimaksud ayat (1) berwenang sebagai

e. lokasi tersebut sudah terntasuk ke dalant rencana pemerintah;

l. bertentangan dengan Undang undang dan peraturan lainnya yang
tingkatnya lebih tinggi dari peraLuran Daerah ini.

Paragraf 4
Pelaksanaan Membangun

Pasal 84

sebelum pekerjaan mendirikan bangunan diraksanakan, Dinas Teknis yang
ditunj uk mematok Garis Sempadan Bangunan berdasarkan Arahan
Perencanaan (Aduis Planningl.
Pelaksanaan pekerjaan 

. 
mendirikan bangunan dimulai setelah pem ik

bangunan memperoleh Izin pelaksanaan.

Pelaksanaan pekerjaan 
. mendirikan bangunan harus sesuai dengan

dokumen rencana yang telah disetujui oleh pemerintah Kota pekanbaru.
Sebelum kegiatan membangurr clilaksanakan pemilik bangunan wajib
mernasallg papan IMB.

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan pemilik bangunan
diwajibkan untuk nrenutup lokasi tempat mendirikan trrrgr,rrr-, d?.rgan
pagar dari bahan kayu atau besi plat yang tingginya tidak m;lebihi 2 (dua)
meter dan tidak boleh memakai pintu yang terbuka ke luar jalan denganmemperhatikan keamanan, keselamatan dan keserasian lingkungan
sekitarnya.

Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaannya dapat menggangu
keamanan pejalan kaki maka.pada pagar proyek yang beibata"u,, iE.,gu.,
trotoar harus dibuat konstruksi pengaman y^rg -.ii.rdrrngi pejalan kaki.
Apabila terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana
pembangunan maka pelaksanaan pemind^io., hi..," dikerjakan or.r-, fii-r^r.yang berwenang atas biaya pemilik IMB.
Pelak-sanaan pekerjaa, rnendirikan lra,gunan harus memperhatikan
prinsip- prir-rsip Keselamatan clan Kesehatan [erja (K3).
Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik bangunandiwajibkan untuk menempatkan dotumen IMB beserta gambar ..-r.lr.,yang telah disetujui di rokasi pekerjaa. untuk kepentingan pemeriksaan olehpetugas.

yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan
dan tanggung jawab pemborong dan atau

(4,)

(7)

(B)

(e)
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a. memasuki tempat peiaksanaan pekerjaan setiap saat pacla jam kerja;
b. memeriksa bahan bangunan yang dipergur-rakan;

c. melarang dan memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang
tidak sesuai dengan Peraturan Umum Bahan Bangunan (pUB-B), Rencana
Konstruksi dan Syarat-syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta
merugikan kesehatan/keselamatan;

d. melarang mempergunakan pekerja yang tidak ahli,
e. memeriksa perletakan bangunan sesuai dengan surat keterangan situasi

bangunan.

Pencabutan lzin Pelaksanaan

(1) Walilcota atau pejabat
pelaksanaan apabila:

a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin
pelaksanaan belum dimulai pembangunannya, atau pekerjaan yang telah
dilaksanakan tidak diteruskan dan dianggap hanya berupa pekerjaan
persiapan, kecuali ada pemberitatruan tertulis dari pemegang izin;

b. izrn yang telah diberikan ternyata didasarkan pada keterangan-
keterangan yang keliru;

c. pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari
ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin.

(21 Keplrtusan pencabutan izin pelaksanaan diberitahukan secara tertulis
kepada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi
kesempatan untuk mengemukakan alasan.

(3) Izin pelaksanaan dapat diterbitkan kembali apabila pemohon bersedia
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan Kutipan Asli IMB

Pasal 87

(1) Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas apabila
pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan gambar yang diizinkan oleh
Kepala Dinas.

(2) Setelah bangunan selesai pemilik bangunan wajib rnelaporkan kepada Dinas
Teknis yang ditunjuk untuk menerbitkan Berita Acara pemeriksaan
Bangunan.

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan tersebut Walikota atau
pejabat teknis yang ditunjuk dapat menerbitkan Kutipan Asli IMB.

(4) Jangka waktu penerbitan Kutipan Asli IMB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung
sejak diterimanya laporan dari Berita Acara Pemeriksaan Bangunan.

Bagian Keenam

Izin Pemanlaatait Bangunan

Pasal BB

(1) Setiap bangunan yang telah berdiri harus memenuhi persyaratan teknis,
keamanan, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, baik dari segi

Pasal 86

teknis yang ditunjuk dapat mencabut lzin
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(2)

(3)

(1)

arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan serta
rnemudahkan pengamatan dan pemeliharaan bangunan.
Setiap bangunan yang telah selesai dibangun sebelum digunakan atau
dihuni harus terlebih dahulu mempunyai izin pemanfaatan baiguna,.
lzin_ pcma.faatan bangunan sebagaimarra crimaksucr pacla ayat (2) criberikanapabila ketentuan daram 

, 
rzin membangun telah dipenuhi de,gan

mempertimbangkan segi administratiI dan laporan pelaksanaan yang dibuat
oleh direksi pengawas, serta hasil pengkajian oteh pengkaji tekr)ia ba;gunan.

Pasal 89
Bangunan atau bagian-bzrgiar-r yang karena pembuatan atau buatannya,
pembagian atau letaknya tidak memenuhi syarat-syarat untuk dipergunakanatau ditempati, walaupun sudah diperbaiki. Wjikota dapat -",i,"i"t""bahwa bangunan tersebut dilarang untuk dimanfaatkalt.

(1) Pemanlaatan bangunan
tercantum dalam IMB.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pacla ayat (l) dinyatakan dalam suatu
Surat I{eputusan Walikota yang disampaikan kepada yang bersangkutan

Pasal 90

harus sesuai dengan fungsi bangunan yang

(21 Perubahan pemanfaatan bangunan, atau bagian bangunan dapat diizinkan,
apabila masih memenuhi ketentuan p..rggu.raan ;enis bangunan dan dapai
menjamin keamanan dan keselamatan bangunan serta penghuninya.

(3) Perubahan fungsi bangunan harus melalui proses permohonan baru IMB.
Bagian Ketujuh

Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 9 1

permohonan Merobohkan Bangunan
(1) Pemilik bangunan wajib mendapat izin merobohkan bangunan dari walikotaPekanbaru untuk bangunan dengan struktu; membahayakan

lingkungannya dan bangunan cagar budaya.
(21 Permohonan Merobohkar-r Bangunan harus diajukan secara terturis kepadaWalikota dengan mengisi formulir yang disediakan.
(3) Permohonan Merobohkan Bangunan dapat diterbitkan apab a telahmemenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. persyaratan merobohkan bangunan, yaitu:
l' foto copy bukti kepem ikan tanah disertai gambar situasi tanah yangdikeluarkan oleh BpN;

2. foto copy KTp;

3. foto copy bukti pembayaran pBB;

4' surat pernyataan persetujuan dari sempadan yang diketahui olehpejabat setempat.

5. IMB bangunan yang akan dirobohkan;
6. rekomendasi dari Irrstansi terkait bagi yang disyaratkar.r.

b. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
c. cara merobohkan bangunan;
d. hal-hal lain yang dianggap perlu_
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(1)

Pelaksanaan Merobohkan Ban gunan

Pekerjaan Merobohkan Bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnYa 5

iff"*l fr". X.rja setelah izin merobohkan bangunan diterbitkan'

Pasal 92

Merobohkan lJangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan

ang clisahkar-r dalam Izin Merobohkan Bangunan
(2\ l'e ke rj aa t-t

rencana y

Pasal 93

Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

( 1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan' pemilik harus
.rr.r.-putkrr] salinan Izin Merobohkan Bangunan beserta lampirannya di
lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas'

(21 Petugas berwenang:

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan
bangunan;

b. memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk
merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan
sesuai dengan persyaratan yang disahkan;

c. melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk
merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar
dan lingkungan, serta memerintahkan menaati cara-cara yang telah
disahkan.

BAB VI

RETRIBIJSI

Bagian I{esatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 94

(1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas
pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

(21 objek Retribusi Izin Mer-rdirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk
mendirikan suatu bangunan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar
tetap sesuai dengan 

_ 
rencana teknis bangunan dan ."r-r.rr'r. tata ruang,

dengan tetap mempertratikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luasbangunan (t(LB), koefisien ketinggian ba.gunai 1Nrcn;, aan pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaarr daram .angka memenuhisyarat keselamatan bagi yang me nempati bangunan te rsebut.

(4) Tidak- termasuk objek 
.retribusi_ IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (r )adalah pemberian tzin untuk barrgunar.r milik p._..i.iah maupunpemerintah kota.

(5) Subjek rerribusi
pelayanan IMB.

meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh
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(1)

(2)

(3)

(4)

Bagiatr Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 95

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi perizinan Ter.tentu

Bagian Keriga

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa IMB
Paragraf 1

IMB Bangunan Gedung Baru
Pasal 96

Retribusi IMB bangunan gedu.g baru dihitung berdasarkan luas bangunan
dikalikan dengan indeks fungsi bangu.an dikalikan indeks kelas jalan
dikalikan indeks wilayah dikalikan indeks la,tai dikalikan indeks
permanensi bangunan dikali harga satuan retribusi permeter persegi.
Besarnya indeks fungsi bangunan adalah:
a. Fungsi Hunian:

l. Rumah Tempat Tinggal Perorangan dengan indeks l,O0 (satu koma nol
nol)

2. Rumah Tempat Tinggal Komersil dengan incleks 1,40 (satu koma empat
nol)

3. Rumah Tempat Tinggal Usaha dengan indeks 1,60 (satu koma enam
nol)

b. Fungsi Keagamaan dengan indeks 0,0O (nol koma nol not)
c. Fungsi Usaha:

1. Kantor (Swasta) dengan indeks 1,90 (satu koma sembilan noi);
2. Perdagangan/ pertokoan dengan indeks r,9o (satu koma semb an nor);
3. Industri/ Gudang dengan indeks 2,30 (dua koma tiga nol);
4. Hotel I Penginapan/ Wisma dengan indeks 2,10 (dua koma satu nol).

d- Fungsi Sosial Budaya (swasta) dengan indeks 1,20 (satu koma dua nol);
e. Fungsi Khusus dengan ir-rdeks 2,50 (dua koma lima nol);
f. Bangunan gedung milik negara/ pemerintah dengan indeks 0,O0.

Besarnya Indeks menurut kelas jalan adalah:
a. kelas jalan Arteri dengan indeks 1,50 (satu koma lima nol);
b. kelas jalan Kolektor dengan indeks 1,25 (satu koma dua lima);
c. kelas jalan Lokal dengan indeks i,00 (satu koma nol nol);
d. kelas jalan Lingkungan dengan indeks 1,00 (satu koma nol nol).
Kelas Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Walikota.

Besarnya indeks menurut wilayah adalah:
a. wilayah pusat kota dengan indeks l,2S (satu koma dua lima);
b. wilayah transisi kota dengan indeks 1,lS (satu koma satu lima);

(s)
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c. wilayah pinggiran kota dengan incleks 1,O0 (satu koma nol nol).
(6) wilyah pusat kota, wilval-r tra'sisi cran wilayah pinggiran kota sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (S) ditetapkan oteh Walikoa;.
17l Besarnya indeks lantai bangunan adalah:

a. berlantai I dengan indeks l,OO (satu koma nol nol);
b. berla.tai 2 dan lantai basement dengan indeks 1,15 (satu koma satu

lima);

c. berlantai 3 dengan indeks 1,25 (satu koma dua lima);
d. berlantai 4 dengan indeks 1,35 (satu koma tiga lima);
e. berlantai 5 dan seterusnya dengan indeks 1,5o (satu koma lima nol).

(8) Besarnya indeks permanensi bangunan adalah:
a. bangunan permanen dengan indeks l,OO (satu koma nol nol);
b. bangunan semi permanen dengan indeks O,70 (nol koma tujuh nol);
c. bangunan darurat/ sementara de.gan indeks o,40 (nor koma empat nor).

(9) Untuk bangunan gedung ,yang tidak
dikenakan retribusi sebesar 2,h, (tlua
bangunan gedung sesuai nilai kor-rtrerk.

dapat atau sulit dihitung luasnya
perseratus) dari biaya pembuatan

(1)

(2)

Paragra.f 2

IMB Rehabilitas Bangunan Gedung

Pasal 97
Retribusi IMB rehabititasi bangunan gedung dihitung berdasarkan luas
bangunan yang direhabilitasi dikalikan dengan indeks fungsi bangunan
dikalikan indeks kelas jalan dikalikan indeks wilayah dikalikan indeks'-iantai
dikalikan indeks permanensi bangunan dikati harga satuan retribusi
permeter persegi.

Ur-rtuk rehabilitasi bangunan gedu.g yang tidak dapat atau sulit dihitung
luasnya dikenakan retribusi sebesar 2'% (dua perseratus) dari biaya
pembuatan bangunan gedung sesuai rrilai kontrak.

Paragral 3

IMB Untuk Perubahan Fungsi Bangunan Gedung

Cara perhitungan
perubahan fungsi
gedung baru.

Paragraf 4

IMB Bangunan Bukan Gedung

Pasal 99
(l) Retribusi IMB bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan volume atau

besaran dikalikan dengan harga satuan retribusi.
(21 Untuk bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya

dikenakan retribusi- sebesar 2o/o (dua perseratus) dari biaya pe"mbuatan
bangunan bukan gedung sesuai nilai kontrak.

Pasal 98

retribusi IMB untuk bangunan gedung
sama dengan perhitungan retribusi IMB

yang mengalami
untuk bangunan
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Paragraf 5
IMB Rehabilitasi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 100

rehabilitasi bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan
besaran yang direhabilitasi dikalikan dengan harga satuan

(1) Retribusi IMB
volume atau
retribusi.

(2)

Pasal 101

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
penyelenggaraan pemberian IMB.

U. ntuk rehabilitasi bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit
dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 2ol, (d.ua perseralus) dari biaya
pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Keernpat

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB

tarif
atau

retribusi IMB
selurutr biaya

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
pemberian IMB.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB
Paragraf 1

Retribusi IMB Untuk Bangunan Gedung

Pasal 102

Harga satuan retribusi bagunan gedung adalah Rp
ru pia h pennetcr persegi).

10.O00,00/ m2 (sepuluh ribu

Paragraf 2
Retribusi IMB Untuk Bangunan Bukan Gcdung

Pasal 1O3

Harga satuan retribusi bangunan bukan gedung adalah sebagai berikut

g. Jembatan/lift (untuk servis kendaraan)

Harga Satuan RetribusiJenis Bangunan Bukan Gedung

a. Pagar pekarangan dan tanggul/turap
b. Awning atau yang sejenis

Perkerasan (tidak termasuk pelataran peti
kemas) tanpa atap

C

Rp 1.000,00/m'?

Rp.2.5oo,oO/m'?

Rp. 1 O00,00/rn2

Rp.4.0oo,00/m'?

Rp.50.000,00 /unit
Rp.5.000,00/m'?

d. Kolam Renang/kolam
penyimpanan air

Gapura/ Gardu jaga luas maksimum 2 m?,

f. Pondasi mesin (di luar bangunan)

C

pengolah air/ bak

- selebihnya dihitung

Rp.50.0OO,00 /unit
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Harga Satuan Retribusi
h. Jembatan jalan (kompleks)/ un'rurm (6 m) Rp.80.000,00 /unit

selebihnya dihitung Rp.8.00O/m"
Menara bakar/cerobong
maksimum 5 m)

asap (tinggi Rp.25.00O,00/ur-rit

Menara pe nyimpanan
maksimum 1 mi)

arr (kapasitas Rp.25.000,00 /unit

k. Menara antena
maksimun'r 5 m)

dan sejer-risnya (tinggi Rp.5O.00O,O0/unit

l. Gardu listrik, ruang trafo dan panel dengan
luas maksimum 10 m2

Rp.1OO.O0O,0O/unrt

selebihnya dihitung Rp.s.oO0,o0/m2
rn. Monumen dalam persil / pekarangan Rp.5O.OOO,OO /unit
r-r. Lapangan olah raga terbuka Rp.5.000,00/m,

Rp. 2. 000.O00,00/ saluran
penghan tar

p. Pelataran untuk penrmbunan Peti kemas Rp.5.000,0O/m2
q. Tower Scluler Rp. 1.00O.000,0O/rn,

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 1O4

wilayah Pemungutan Retribusi ialah wilayah administratif Kota pe kanbaru.

Bagian

Bagian Ketujuh
Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan penundaan pembayaran

Retribusi

Pasal 1O5

(1) setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang berdasarkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan dan menyetor-kan langsung ke
Kas Daerah Kota Pekanbaru.

(2) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pacla ayat (1)
dapat dilakukan secara angsuran menurut pertimbar-rgan dari pejabat teknis
yang ditunjuk.

(3) Pembayaran retribusi se bagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2)
ditambah dengan denda keterlambatan.

(4) Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuknya berwenang mengurangkan
atau membatalkan baik untuk selur,hnya atau sebagian dari denda
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan logis
yang dapat climaafkzrn.

(5) Ke tentuan lebih lanjut mcngenai tata
dengan Peraturan Walikota.

cara pe mungutan retribusi dialur

4(t

.Jenis Bangunan Bukan Gedung

o. I rr stala si Bahan Bakar



Bagian Kedelapan

Sanksi Adrrrinistratif
Pasal i06

(1) walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan
sanksi administrasi kepada pemilik bangunan berupa:
a. peringatan terl ulis;

b. pembatasan kegiatan;

c. penghentian sementara atau tetap pa<la pekerjaan pelaksanaan bangunan
dan atau pemanfaatan bangunan;

d. pembekuan izin bangunan;

e. pencabutan izin bangunan;
f. pembongkaran bangunan.

(21 Setiap pencabutan izin akibat kesalahan yang bersangkutan maka biaya
retribusi yang telah drbayar serta dokumen ya.,g dilampirkan oleh pemohon
menjadi hak Pemerintah Daerah kota pekanbaru.

(3) Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, biaya pembongkaran
dibebankan kepada pemilik bangunan.

(41 Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi
pemilik yang mendirikan bangunan sebelum keluarnya IMB dikenakan
denda sebesar 25 ok (dua puluh lima perseratus) dari retribusi bangunan.

(s) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang dibayar maka dikenakan sanksi administratiI berupa bunga sebesar
2o/o (dua perseratus) setiap bular-rnya dari retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Penagihan Ret ribusi
Pasal 107

(1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o5
diiakukan dengan menggunakan STRD atau dokumen iain yang
dipersamakan dengan didahului surat Teguran atau surat Lain yang sejenis.

(21 Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan
Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Masa Retribusi

Pasal 1O8

(1) Hak untuk melakukar-r penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
tertangguh jika:
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(3)

(4)

(s)

(1)

(4)

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggar diterimanya Surat
Teguran tersebut.
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya rnenyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kota.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimar-ra dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pe.gajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib
retribusi.

Bagian Kesebelas

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 109

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi.

l2l Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib

maupun tidak langsung.

dimaksud pacla ayat ( I )

retribusi, baik langsur-rg

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya" surat
teglrran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kota.

(5) Pengakua, utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurif b dapat diketahui dari pengajuan permohonan a.gsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oteh wajib
retribusi.

Pasal 110

(l) Piutang retribusi yang ticlak rnungkin ditagih lagi karena irak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(21 walikota menetapkan keputusan pe.ghapusan piutang retribusi daerah
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.
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(r)

\21

walikota dapat memberikarr keringa.an/ pengurangan retribusi atau
pembebasan retribusi bangunan bagi:

a- pendirian bangunan sosial kebudayaan yang tidak bersifat kon.rersial;
b. pendirian fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun oleh swadaya

masyarakat atau bantuar) pilrak ketiga;
c. pendirian bangunan Rumah Se derhana Sehat (RSt{);
d. pembangunan bangunan yang rusak karena musibah/ bencana alam.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pernbebasan retribusi ditetapkan
oleh Walikota.

Bagian Kedua Belas

Keringanan, Pengurangan dan pembebasan Retribusi
Pasal 1l l

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 114

Insentif cliberikan kepada lnstansi pelaksana pemungutan Retribusi IMB
Insentif sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1) secara proposional
dibayarkan kepada:

Bagian Ketiga Belas

Keberatan Retribusi

Pasal 112

(1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan har-rya kepada walikota atau
pejabat teknis yang ditunjul< atas SI(RD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(21 Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia dengan disertai
dengan alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak SKRD diterbitkan, kccuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

(41 Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Bagian Keempat Belas

Pengembalian Ke lebihan pembayaran Retribusi
Pasal 113

( 1) Kelebihan pembayaran retribusi ke Kas Daerah dapat dikembalikan oleh
walikota atas permohonan tertulis dari yar-rg berkepentingan setelah
mendengar pendapat/ pertimbangan dari Kepala Dinas, dengan
mengembalikan 5oo/o (lima puluh perseratus) dari kelebiha, retribusi yang
telah dibayar.

(21 Tata cara pengembalian kelebihan
Walikota.

pembayaran retribusi ditetapkan oleh

(l)
(2)
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a. pejabat dan pegawai lnstansi pelaksana pemungut Retribusi IMB sesuai
dengan tanggur-rg jawab masing-masrng;

b. kepala daearah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah;

c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi IMB.

(3) Pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan
Sekretaris Daerah sebagaiman dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c dapat
diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di
daerah yang bersangkutan.

Pasal 115

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi IMB dapat diberi lnsentif apabila
mencapai kinerja tertentu.

(21 Pen'rberian Insentif sebagaiman climaksud pada ayat (l) dimaksudkan untuk
meningkatkan:

a. kinerja instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;

c. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan setiap
triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yat-rg ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan
sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 116

Insentif bersumber dari pendapatan Retribr,rsi IMB yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran In sen t if
Pasal 117

(l) Besarnya lnsentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana
penerimaan Retribusi IMB dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 118

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 114 ayat
(2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk seliap bulannya ditetapkan paling
tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sesuai dengan
ketentuan peaaturan perundang-undangan.
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(21 Besarnya pembayaran Insentif u.rtuk pihak lai, sebagaimana dimaksucl
dalam Pasal 114 ayaL (2) huruf d ditetapkan paling tir-rggi sebesar r oyo
(sepuluh perseratus) dari besarnya lnsentif yang ditetapkin berdasarkan
ketentuan Pasal 1 17.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan
ke kas daerah sebagai penerirnaan daerah

Pasal 119

Penerima pembayara, Inse.rtif sebagaimana dimaksud dalam pasal l14 ayat (21
dan besarnya pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal l2O

setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memerruhi kewajiban pemenuhan
[ungsi, dan/atau persyaratan, dar-r/ atau penyelenggaraan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi
dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumtah retribusi terutang yang tidak
atau kurang bayar.

Pengawasan atas pelaksanaan

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 122

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara
teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
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BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 123

(1) Selain pejabat penyidik umum yang berrugas mer.ryidik rindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan
Daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(21 Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;



c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau suraq
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka arau

saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak ber-wenang melakukan
penangkapan dan atau penahanan.

(41 Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;
c. penyitaan benda;

d. penyitaan surat;
e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada pengadilan
Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB XI
KtrTEN'TUAN PBRALI I.IA N

P:rsal i 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. permohonan izin yang diajukan dan diterirna sebelum tanggal berlakunya
Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses
berdasarkan ketentuan yang lama;

b. semua izin mendirikan bangunan yang sudah diterbitkan berdasarkan
ketentuan yang lama, tetap diberlakukan sama dengan peraturan Daerah ini;

c. bagi bangunan yang belum memiliki IMB sebelum peraturan Daerah ini
berlaku diperkenankan memiliki IMB melalui mekanisme pemutihan
sepanjang memenuhi Rencana'lata Ruang dan ketentuan yang berlaku;

d. selama belr-rm clitetapkan peraturzrn pelaksanaan pcraturan Daerah ir-ri, maka
peraturan pelaksanaan yang acla tetap rnasih berlaku sepanjang ticlak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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BAts XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

( 1 ). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Per-aturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 0 1 Tahun 20 10 tentang Retribusi Izir-r Mer-rdirikan
Bangunan, serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
menyangkut ketentuan pelaksan.rannya akan diatur lebih
keprrtusan Walikota.

lnl sepanlang
lar-r.jut dengar-r

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal ) Agvsotr

WALIKOTA EKANBARU,

t2

) (
.-J

RDATJS

xDiu nda ngka nbaru
lrada tanggal

PIt. SEKRET DAERAH KOTA,

Drs. H. YU UB M.Pd
PEMBINA MADYA

NIP. 195 L97402 tOOt

LtrMRARAN DAtrRAH KOTA PIII{ANBARU TAHUN 2012 NOMOR ?
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTN PEKANBARU

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

UMUM

Dalam rangka proses penataan kota yang serasi dan seimbang untuk
lerwujudnya Kota Pekanbaru yang indah, tertib, arnan dan nyarnan, rnaka
diperlukan suat-u pemanfaatan ruang kota secara optimal melalui suatu proses
Perizinan Bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan clalam r.vaktu yang
singkat.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kota yang cendrung selalu
menimbulkan permasalahan yang perlu segera diatasi, timbulnya permasalahan
tersebut selain dari konsekwensi logis dari proses pertumbuhan dan
perkcmbangan kota, juga disebabkan banyaknya masyarakat yang belum
mengetahui bagalmana cara untuk mengajukan Permohonan lzin Mendirikan
Bangunan sehingga dapat dilakukan pengendaliar-r terhadap kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

f'asal 1 s/d 11 cttkttp jelas

Pasal 13 s/d 21 cukup jelas

Pasal 22 ayat (2\ huruf f
Yang dimaksud dengan gang buntll yaitu gang rlengan panjang kurang dari 1OO

(seratus) meter dengan kondisi Iirrgknngan sekitar gaug tersebul tela['r tcrbangun.

Pasal 23 s/d 33 cukup jelas

Pasal 34 ayat (1)

Keserasian tersebut mencakup antara Iain: pagar, pergola/awning dan gerbang,
vegetasi besar/pohon, bangunan pcnunjang seperti pos jaga dan Anjungan 1'unai
Mandiri (ATM) dengan ukuran tictak lebih dari 6 (enam) m2, tiang bendera, bak
sampah, prasasti/tugu, air mancur, dan papan nama bangunan.

Pasal 12 ayat (4)

Yang termasuk dalam bangunan gedung unLuk kepentingan umum, yaitu: l-rotel,
perkantoran, mall, apartemerr, atau yang scjenisnya.



Yang dimaksud dengan izin khusus untuk bangunan se.entara adalah izin yang
diberikan kepada bangunan darurat yang bersifat sementara de.gan batai
pemanfaatan bangunan diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 35 s/d 74 cukup jelas

Pasal 75 huruf g.

Pasal 76 s/d 80 cukup jelas.

Pasal 81 ayat (21 hurufj
Untuk bangunan tower, surat persetujuan masyarakat minimal yang berada pada
radius tumbang tower.

Pasal 82 s/d 95 cukup jelas

Pasal 96 ayat (21 huruf c.

Gedung pertemuan milik swasta dan lapangan olahraga tertutup milik swasta
termasuk dalam kategori bangunan gedung fungsi usaha perdagangan.

Pasal 97 sld 126 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR ...,.
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TABEL 1

KOEFISIEN REDUKSI BEBAN HIDUP

Untuk
Perencanaan Balok
Induk dan Portal

Unit
Peninjauan

Gempa

0 .) 37 0 0

0,90

0,90

0 60

0,80

0,50

0,30

0,80

0,80

0,90

0 8t)

1,00

0,9

0,90

50

0,50

0,50

t)

0,75

o,75

Koefisien Reduksi Beban Hidup

Penggunaan Bangunan

Perumahan/ Penghunian:

Rumah tinggal, asrama, hotel, rumah
sakit

Pendidikan:

Sekolah, ruang kuliah

Pertemuan Umum:

Mesjid, gereja, bioskop, restauran, ruang
dansa, ruang pagelaran.

Kantor:

Kantor, Bank

Perdagangan:

Toko, toserba, pasar

Penyimpanan:

C udang, pcrpustakaan, ruang arsip

Industri:

Pabrik, bengkel

Tempat kendaraan:

Garasi, gedung parkir

Gang dan tangga:

- perumahan/penghunian

- pendidikan / kan tor

- pertemuan umum,

- perdagangan,

penyimpanan, industri,

tempat kendaraan.
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TABEL 2

KOEFISIEN REDUKSI BEBAN HIDUP KUMULATIF

t)

1,0

0,9

0,8

o,7

I

() 6

.)

0,s

0

].AMBAHAN LEMBARAN DAtrRAH KOTA PEKANBARU TAIIUN 2012 NOMOR ......

JUMLAH LANTAI

YANG DICAPAI

KOEFISIEN REDUKSI YANG
DII(ALIKAN

KEPADA BEBAN HIDUP
KUMULATIF

1

,2

3

4

.)

6

7

8 dan Iebih
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TABEL 3

BERAT BEBAN BAHAN BANGUNAN DAN KOMPONEN GEDUNG

Bahan bangunan:

Baja ......... 7.850

2.600

r.500

700

1.450

7.250

2.200

2.400

1.000

1.650

1.700

2.200

2.200

1.450

l.600

1.800

1.850

1.700

2.000

I 1.400

kg/-'
kgl^'
kg/m3

kg/m3

kg/mr

kg/-'
kg/m3

kglm'
kg/m3

kg/ rn3

kg/m3

kg/.n3

kg/-3
kg/m3

kg/m'
kg/m3

kg/m3

kg/m3

kg/m3

kg/m3

Batu alam.......

Batu belah, batu bulat, batu gunung (berat tunrpuk) ....,.....

[3a t rr karang (berat tr-rmpuk)

Batu pccah

Besi tulan g

Beton

Beton bertulang

Kayu (kelas I)

Kerikil, koral (kering udara sampai lembab, tanpa diayak)

Pasangan bata merah .......

Pasangan batu belah, batu bulat, batu gunung...

Pasangan batu cctak.

Pasangan batu karang

Pasir (kering udara sampai lembab)...........

Pasir fenuh air) .................

Pasir kecil koral (kering udara sampai lembab)......................

Tanah lempung dan lanau (kering udara sampai lembab) ......

Tanah lempung dan lanau (basah) .... ... ....

Timah hitam (timbel)...........

Komponen gedung:

Adukan dari semen per cm tebal

Adukan dari kapur, semen merah atau tras per cm tebal

Dinding pasangan bata merah satu bata,...

Dinding pasangan bata merah setengah batu ...............

Dinding pasangan batako:

Bertulang:

- Tebal dinding 29 cm (HB 2O).

- Tebal dinding l0 cm (HB 10).

Tanpa lu bang

- l'cbal dinding l5 cm.............

- Tebal dinding 10 cm.............

2l kglmz

17 kglm2

450 kglm'z

250 kgl mz

200

t20

kg/mz

kglm2

300

200

kglmt
kglm2
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Langit-langit dan dinding (termasuk rusuk-rusuknya, tanpa

penggantung langit-langit atau pengaku terdiri dari:

- Semen asbes (enternit dan bahan lain sejcnis) dengan

Tebal rnaksim urn 4 mm ,....... 11 kg/nr2
- Kaca dengan tebal 3-4 mm 10 kg/mz

Lantai kayu sederhana dengan balok kayu langit langit dengan bentang

maksimum 5 m dan untuk beban maksimum 300 kg/mz. 40 kg/mt
Penggantung langit-lar-rgit (dari kayu) dengan maksimum 5 m dan

jarak S.K.S. minimum 0.80 m. 7 kgl m't

Penutup atap genting dengan reng usuk/kaso per m2 bidang

50 kg/mz
Penutup atap sirap dengan reng usuk/kaso per m2 bidang atap 40 kglm2
Penutup atap seng gelombang (BWG 24) tanpa gording ... ... . .. lO kg/mz

Penutup lantai dari ubin semen portland, teraso beton adukan

Per-cnr teba1.............. 24 kg/mz

11 kglm2Semen asbes gelombang (tebal 5mm)

Apabila digunakan bahan bangunan atau komponen bangunan di luar
ketentuan ini, dapat diambil pedoman lain atau spesifikasi dari pabrik
yang mengeluarkan.

TAMBAHNN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR
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TABEL 4

BEBAN HIDUP PADA LANTAI BANGUNAN

a. Lantai dan tangga rumah tinggal, kecuali yang disebut dalam b ...
b Lantai dan tangga rumah, tinggal sederhana dan gudang-gudang

tidak penting yang bukan untuk toko, pabrik atau bengkei.......... 
"

c. Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, tcserba, restoran, hotel,
asrama dan rumah sakit

d. Lantai ruang olah raga ...............

e. Lantai ruang dansa

20O kgl mt

125 kglmz

250

400

500

kgl^'
kgl^2
kgl^'

f. Lantai dan balkon dalam ruang ruang untuk pertemuan yang lain
pada yang disebut dalam a s.d e scpertr masjid, gereja, rllang
pagelaran, ruang rapat, bioskop dan panggung penonton dengan
tempat duduk 4O0 kglmz

g. Panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap atau untuk
Penonton yang berdiri

Tangga bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam c ...........
Tangga bordes tangga dan gang dari yang disebut dalam d,e,f, dan
c.,.. .......

j. Lantai ruang pelengkap dan disebut dalam c,d,e,f dan g ...............

k. Lantai untuk pabrik, bengkel, gudang, perpustakaan, ruang arsip,
toko besi, ruang alat alat dan ruang mesin harus direncanakan
terhadap beban hidup yang ditentukan tersendiri dengan

h

500

300

kglm2

kglm2

500

250

40t)

800

400

kglm'

kgl^'

kglm2

kglmz

kglm'
kglm2

L

m.

mrnlmum

Lantai gedung parkir bertingkat:

- Untuk lantai bawah

- Untuk lantai tingkat lainnya

Balkon-balkon yang menjorok bebas keluar
terhadap beban hidup dari lantai yang
minimum

harus cliren canal<an
berbatasan dengan

300 kg/mz

TAMBAHAN LtrMBARAN DAtrRAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR ,,
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